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ABSTRAK

Penelitian inl menggunakan metode penelitian hukum normalif atau
penelitian dokirinal dengan bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka
meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan,
dan bahan hukum sekunder yang terdind dari literatur-literatur yang memberikan
penjelasan mengenal behan hukum primer. Yang menjad! permasalahan dalam
penclitian ini adalah apa saja wpaya hukum pasca Pulusan Arbitrase, dan
bagaimana pengaturan upaya hukum pasca Putusan Arbitrase dalam Undang-
Undang Arbitrase dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa? Dalam proses
penyelesaian sengketa melalwi arbitrase, sebagaimana lazim dikenal dalam
lembaga peradilan, pemeriksgan sengketa akan berujung pada sebuah putusan,
Setelah putusan dibuat dan divcapkan, pihak yang dikalahkan, apabila tidak puas,
memiliki beberapa macam alfernatif upaya hukum terhadsp Putusan Arbitrase
wrsebut. Schbagal hasil penclitian dapat disimpulkapn bahwa Undang-Undang
Arbitrase dan Alternatif Ponyelesalan Sengketa membolehkan para plhak yang
tidak puas terhadap Putbsan Arbitrase ferscbut untuk melakekarr upaya bukum
melalui Majelis Arbitrase bersangkutae aten melalui pengadilan. Upaya hukem
melaiui Majelis Arbitrase bersangkutan meliputi Permohonan Koreksi Putusan
Arbitrase dan Permohonan Penambahan atau Pengurangan Putusan Arbitrase yang
diatur secara singkat dalam Pasal 38 Undang-Undang Asbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa. Upaya hukinm berupa Permohonan Penolakan Penpakuan
dan Pelaksanaan Pulusan Arbitrase Internasional diatur dalam Pasal ¥ Ayat (1}
dan {2} Konvensi New York 1958, Sedangken, upaya hukum berupa Pembatalan
Putusan Arbitrase  diatur dalamn Pasal 70, Pasal 71, Pasal 71 Undang-Undang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan pengaturan alasan-

alasan serta tata cara untuk melakukan Pembatalan Putusan Arbitrase,

Kata kunci:

Upaya hukum, pulusan arbitrase
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ABSTRACT

This research is using normative law research method or doctrinel research
method and law material from gencral surveying which contain primary law
material that consist of law regulation and seeondary law material that congigt of
literatures that gives explanation aboul primary law material. The problems in this
research are what kind of kegai attempt afler issuing arbitral award, and how the
srbitration and alternative dispuie settlement law regulate the legal attempt after
issuing arbitral award. In the process of dispute setilement through arbitration, as
known in the court, dispute examination will end in a final decision, After arbitral
rendered the award, the losses party, if not satisfied, has some alternative legal
attempt toward that arbitral award, As result of research ¢an be concluded that the
arbitration and alternative dispute settiement law permitted the unsatisfied party
to challenge that arbitral award before the arbitral panel or the court. Legal
attempt before arbitral panel consist of correction of the award and additional or
reduction of the award which regulated in chapter 58 of the arbitration and
alternative  dispute settiement law. The refusal request of recognition and
enforcement international arbitral awared regulated in chapter V New York 1958
convention. Whereas , the lagal attempt to set aside the arbitral award regulated in
chapter 70, 7. and 72 of arbifration and alternative disputs settlement faw that
glves reasons and procedures to st aside Arbitral award,

Key words:
Legal attempt, arbitral award
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang sangat
populer digunskan oleh kalengan pelaku bisnis,! namun pelaku bisnis,
terutama mereka yang memenangkan perkara dihinggapi kefrustasian apabila
dihadapkan pada implementasi putusan arbitrase yang melibatkan pengadiian?

Dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sebagaimana
lazim dikenal dalam lemibaga peradilan, pemeriksaan sengketa akan berujung
pada sebuah putusan. Setelah putusan dibuat dan diucapkan, pihak vang
dikalahkan, apabila tidak pues, memiliki beberapa macam alterpatif upaya
hukum terhadap putusan Arbitrase tersebut.® Para pihak dimungkinkan ustuk
meminta kepada Majelis Arbitrase atau arbiter bersangkutan, atan kepada
pengadilan untuk memperbaiki kekeliruan-kekelirnan dalam suatu putusan.

Dalam praktek dikenal upaya hukam terhadap Putusan Arbitrase
melalul majelis arbitrase atau arbiter yang bersangkutan. Selain itu, dapat pula
dilakukan upaya Puotusan Arbitrase melalui pengadilan, misalnya, upaya
hukum penolakan pengakuan dan pelaksanasn Putusan Arbitrase, atau dengan
cara mempermasalahkan Putusan Axbitrase yang telah dibuat dengan
melakukan upaya hukum pembatalan Putusan Arbifrase dengan mengajukan

¥ Alasan penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebils disukai kalangan bisnis, vakui
apabila dibandingkan dengan penyelesaian sengkela lewat pengadilan, maka penyelesaian
gengketa lowat arbitrase memiliki beberapa keuntungan, antara lain: 1, Prosedur tidak berbelit
schingga putusen akan ceput didapat, 2. Biaya lebib murah, 3. Putusan tidak dizkspos dimoka
umuns, 4, Hukum terhadap pembuktian dan prosedur lebih huas, 5. Para pibak depat memilih
hukum mana yang akan diberlakukan oleh arbitrase, 6. Para plhwk dapat memilih para arbiter,
7. Dapat dipilih arbiter dari kalangan ahli di bidangnya, 8. Putusan dapat lebih terkait dengan
situasi dan keonsisi, 9. Putesan smumnya foreht {Gral dan binding), {0, Putusan arbitrase
juga dapat dicksekust oleh pengadilan, anpa atau dengan sedikit review, 1. Prosedur
arbitrase lebih nuidah dimengerti oleh masyarakat banyak, 12, Menutup kemungkinan forum
shopping {mencoba-cobs untuk memilih atau menghindari pengadilan). Munie Fuady,
Pengantar Hukam Bisnis, Cet. 1L, (Bandung: PT. Citrs Aditya Baksi, 2005), . 322,

* Hikmahanto Juwana, Pembatalan Putusan Arbitvase Internasiomal oleh Pengadifan
PMasional, Jurraf Mudum Bisnis, Vol. 21, (Oktober-Movember 2002), kim, 67.

' Upays hukum merupakan upays atan alat untok mentegah atau memperbaiki
kekeliruan dalam suste putusan. Sudikne Merickasumo, Hukum acara Perdata Indonesia, Ed.
5, (Yogyakaria: Liberty, 19593, him. 195,
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permohonan ke Pengadilan yang dianggap sebagal otoritas yang berwenang
untuk membatatkan Putusan Arbitrase,

Topik yang hendak diangkat dalam tulisan ini mengenai macam-
macam upaya hukum terhadap Putusan Arbitrase sebagaimana dimungkinkan
dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khusuny: dalam Undang-
Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketat (selanjutnya disebut “Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Senghketa™).

Sebagal pendalaman, akan diketengahkan analiss atas empat perkara
permohonan pembatfalan yang diperiksa hingga di fingket banding pada
Mabkamah Agung  Pertama, putusan Mahkamah Agung Nomor
03/Arb BG/2005 dalam perkara antara PT. Comarindo Expres Tama Tour dan
Travel melawan Yemen Airways yang membatalkan Putusan Arbitrase dari
Badan Arbilrase Nasiopal Indonesia {selanjutnya disebut "BANI"} Nomor
IS/ARB/BANVIATIM/AI/2004. Kedua, putusan Mahkamah Agung dalam
pertkara nomor §55K/Pdt.Sus/2008 antara PT. Persada Sembada melawan PT.
Petronas Niasga yvang mengabulkan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase
BANI dalam perkara Nomor : 266/ARB-BANI2007. Ketiga, putosan
Mahkamah Agung dJdalam perkara nomor 841K/Pdi.8us/2008 antara PT.
Berdikari lnsurance melawan PT, Kaltim Daya Mandinl yang mana
Mahkamah Agung menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase, namuon
alasan-alasan keabsahan pengangkatan arbiter diperiimbangkan. Keempat,
putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 250K/PdESus/2009 antars
PT. Bumigas Energy melawan BANL dan Majelis Arbitrase nomor
2TUXVARR-BANIZ007, Mahkameh  Agung  menolak  permohonan
pembatalan Putusan Arbiirase.

Berdasarkan uralan tersebuwt di atas maka penulis mengajukan

penulisan tesis ini dengan judul “Upaya Huloum Pasca Putusan Arbitrase™.

* Indonesia, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif” Penyelesmian Sengkera, UL
No. 39 tahun 1999, LN No. 138 tabun 1999, TLN No. 3872,
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1.2. Rumusan Masalah
Dari uraian di atas didapat rumusan masalah sebagai berikut:
4. Apa 53ia upaya hukum pasca Putusan Arbitrase?
b. Bagaimana pengaturan upaya hukum pasca Putusan Arbitrase dalam
Undang-Undang Arbitrase dan Alternaiif Penyelesaian Sengketa?

1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian im bertujuan
bk
a. Untuk mengetahui upaya-upaya huknm yang dapat dilakukan oleh
para pihak yang tidak puas terhadap Putusan Arbitrase.
b, Untuk mengetahui pengaturan mengenai upaya-upaya hukum
terhadap putusan arbitrase dalam Undang-Undang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa.

1.4. Maunfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
3. Memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ikmu hukwn,
khususnya berkaitan dengan arbitrase.

b.  Memberikan manfaat praktis bagi siapa saia yang membsca tesis ini.

L3, Definisi Operasional

Undang-Undang  Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
memberikan definisi arbitrase sebagai berikut:

*Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di Juar

peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbifrase yang dibuat
secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa” 3

Sedangkan Black’s Law Dictionary memberikan definisi arbitrase
sebagai bertkut:

* Indonesta, Undang-Undang Arbitrase, UU Ne. 39 tahun 1999, LN No. 138 tahun
1999, TUN Ne. 3872 pe. 1 Ayat (1),

{niversiias indonesia
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“Arbiiration is a method of dispute resolution involving one or more
nextral third parties who are usually agreed to by the disputing parties
and whose decision is binding"®

Rumusan definisi arbiter dirurnuskan Undang-undang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai berikut:

“Arbiter adalah seorang atau lebih vang dipilih oleh parp pihak vang

bersengkela atau yeng dituniuk oleh Pengadilan Megeri atau oleh

lembaga arbitrase, untuk membenkan putusan mengenai sengketa
tertenitu vang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase” 7

Sedangkan Black’s Law Dictionary memberikan defimsi arbiter
sebagai berikut

“Arbitator is a neutral person who reseolved disputes between parties,

espesially by means of formal arbitration™®

Rumusan definisi Perjanjian Arbitrase dirumusken Undangaundang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai berikut:

“Perjanjian  Arbitrase adaleh suatu kesepakatan berupa klausula

arbitrase yang tercantum dalam spatu perjanjian tertulis yang dibuat

para pihak sebelum timbul sengketa, atac suatu perjanjian arbitrase
tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa™

1.6. Kerangka Teori

Hukum perdata Indonesia menganut asas kebebasan berkonirak vang
dalarn bahasa Inggris disebut dengan istilah pary autonony atan freedom of
coniraet,' Asas ini disimpulkan dari Pasal 1338 Kitab Updang-Undang
Hukum Perdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku bagl para pihak yang membuatnya. Selain berarti bahwa
setiap perjanjian adalah mengikat para pihak, dari pasal tersebut dapat

$ Bryan A. Garner, ed., BLACK'S LAW DICTIONARY, 8% ed. (8t. Pasl, Minnesota:
Wes Publishing, 2604), bal. 112,

? tndonesia, Undang-Undang Arbirrase, UU No, 39 tahun 1999, LN Ne. 138 iahun
1999 TLN No, 3872, Pasal T Ayst (7).

8 Bryan A. Gamer, ed., Op. Cit,, hal, 112,
? Indonesia, Undang-Usnldang Arbitrase, UU No, 39 tahun 1999, LN No, 138 tahun
1999, TLN Neo, 3872, Pasal { Ayat (3).

® Munir Fuady, Penyelesaian Seugkets Bisnis Melalui Arbitrase. Jurnal Hikum
Bisnis, Vol, 21 {Oktsber-November 2002); 88
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disimpulkan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal
tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan, !
Prinsip kebebasan berkontrak tidak saja memberikan kebebasan
kepada para pihak vang berkontrak untuk mengajukan poin-poin perikatan
yang akan disepakati dan dilaksanakan bersama dalam kentrak, akan tetapi
memberikan juga kebebasan kepada para pihak tersebut untuk rpemilih
ataupun menyepakati fangkah penyelesaian sengketa di tvar proses pengadilan
sebagai alternatif penyelesaian sengketa, bila dikemudian hari terdapst
permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara musyewarah oleh para
pihak dalam menjalankan kesepakatan-kesepakatan dalam kontrak tersebut.'?
Dalam kata lain, sebapal konsekusensi logis dari diberlakukannya
prinsip kebebasan berkontrak (freedom of confract) maka para pihak dalam
suatu kontrak dapat juga menentukan sendiri hal-hal sebagai berikut: 19
a. Pilihan hukum {choive of law), dalam hal inl para pihak mepentukan
sendirt dalam kontrak tentang bukum mana yang berlaku terhadap
interprestasi kontrak tersebut

b. Pilthan forum {choice of foram:), yakni para pihak menentukan sendiri
dalam kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang berlaku jika
terjadi sengketa di antara para pihak dalam kontrak tersebut

¢. Pilthan domisili (cheice of domicile), dalam hal ini masing-masing pihak
metakukan penunjukan di manakah domisili hukum dari para pihak
tersebut

Kesepakatan untuk memilih arbitrase sebagai suatu lembaga hukum
alternatif dalam menyslesaikan sengketa yang muncul dari kontrak yaog telah
ditandatangani, tidak saja dapat disepakati atau pun dinyatekan para pihak
secara tertulis dalam kontrak tersebut atan sebelum sengleta tersebut feradi

yang disebut sebagai factum de compromittendo, akan fetapi dapat juga

' Subekti. Pokok Pokok Hukum Perdata, Cet. XXVI, (Jakarta: Intermasa, 1994),
him. 127.

2 Ricardo Simanjuntak, Konflik Yurisdiksi Antara Arbitrase Dan Pengadifan Negeri
Dalam Memerikse Dan Menwishan Perkora Yang Mengandung Klawsula Arbitrase Di
Indonesia. Jurnel Hulwn Bisais, Yol, 21 {Oklober-November 2002): 82

B Munir Fuady, Penvelesaion Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase, Jrvrnal Hukum
Biznis. Op. O,
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disepakatl secara tertulis kemudian sefelah persclisihan tersebut terjadi yang
discbut sebagal akie kompromis.'

Salah satu syarat perjanjian adalah kata sepakat. Hal ini sesuai dengan
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sepakat merupakan
kesesuaian kehendak para pihak dalam suatu perjanjian. Seseorang dinyatakan
telah memberikan kata sepakat jika perjaniian tersebut telah sesval dengan apa
yang diinginkannya 15 ,

Kemutlakan keterikatan kepada perianiian arbitrase dengan sendirinya
mewnjudkan kewenangan absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan atau
memutus sengketa yang timbul dard perjanjian. 14

Gugurnya kewenangan mutlak arbitrase hanya dapat dibenarkan
apabila para pihak sepakat dan setuju untuk menarik kembali sscara tegas
perjaniian arbitrase. Jadi semenjak para pihak mengikatken diri dalam
perjanjian arbitrase, sejak ssat itu pula dengan sendirinya telah lshir
kompypetensi absolut perianjian arbitrase untuk menvelesaikan persengketaan
vang timbul dari perjaniian.!’

Dengan demikian, setiap perjanjien yang mengandung Klausul
arbitrase dengan sendirinya terkait kompetensi absolut badan arbitrase untuk
menyelesaikan perselisinan yang timbul dari peganjian yang bersangkutan.
Dengan eliran pactg sunt servonda ini, maka klausul arbitrase merupakan
undang-undang bagli mereka yang membuatnya dan barus mereka taati
sepenuhnya.'® Konsekuensinya, setiap perjanjian yang telah mencantumkan
klausula arbitrase atau suatu perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak
menghapuskan kewenangan dari pengadilan (negeri) untuk menyelesaikan
setiap perselisthan atau sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut, Kecuali

* Ricardo Simanjuntak, Konfiik Yurisdibsi Antara Arbitrase Dan Pengedilan Neger
Dalam demeriksa Don Memutuskan Perkora Yong Mengandung Klausula Arbitrese Di
Indonesia, Op. Cit.

" Sudsrse Gautama, Indonesiar Business Law {Bandung:PT, Citra Aditya Baksi;-
1995), him. 78 dalam Ridwan Khaisaady, Komgetensi Absolut Dalamn Penyelesaian Sepgketa
Di Perusahaan Joint Venture. Jurnad Hulum Bisnis, Vol 26, (No. 4 tzhun 2007), him. 44,

 Ridwan Khairandy, Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sensketa DI
Perusabaan Joint Yenturs, Jurnal Hukwsen Bisnis, ibid,, him. 44.

Y M. Yahya Harahap, Arbitrase, Ed. 11, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm, 35.
dalam Ridwan Khairandy, ibid, him. 435,

% M. Yahya Hamhap, Arbitrase, ibid. dalam Ridwan Khairandy, Komperansi
Absolut Dalam Penyalesaian Sengheta Di Perusahaan Joint Venture. id,
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ditemukan hal-hal seperti yang diatur dalam Pasal 70 Undang-undang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Menurut Pasgl 70, alasan-alasan permohonan pembatalan adalah
apabila ada surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah
putusan dijatubkan, digkui palsu atau dinyatakan palsu. Alasan lainnys,
setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang
disembunyikan pihak lawan. Alasan terakhir pembatalan, puiusan diambil
dari hasil tipu muslibat veng dilakukan oleh saleh satn pihak dalam
pemeriksaan sengketa,

Sementara ite, Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase menyatakan:

“....Alasan-alasan permchonan pembatalan yang disebut dalam pasal

ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan

menvatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukii atau tidak terbulkti,
maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai  dasar

pertimbangan  bagi hekim  wntuk mengebulkan atau  menpolak
permohonan™

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian int adalah metode
penelitian hukum normatif'® atan penelitian doktrinal®, dimana penelitian
hukum yang dilakukan adalah berups eszha penemuan hukum in concrefo
vang layak diterapkan untul menyclesaikan spatu perkara hukum tertentu.

1.7.1. Pendekatan

Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan Undans-Undang
(statute appreach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan
historis {historicad approuch)?' Pendekatan undang-undang {sfatuie

approach) dilakokan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi

¥ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Pemelitian Huknum Normatif, (Sakars;
Rajawali Press, 1990), him. 13.

¥ Soetandyo Wignyosubroto, Penelitan Hukurn Sebuah  Tipologi, majalsh
Magyarakat Indonesia, {Tahun ke-1, No. 2, 1974), Dalam Bambang Sunggono, Mefedologt
Penvlition Hukum, B4, 1, Cet.6, Uakarte: Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 42,

21 Lihat juga Sostandyo Wignjososbroto, Hudunn dun Metode-Metode Kafiannys,

{Kerins Ketia, Penataran Tonsge Teknis Peneliti hukum, BPFIN Jskeris, 10-38 Nopember
19803
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yang bersangkut paut dengen isu hukum vang sedang ditangani??
Pendekatan kasus diakukan dengan cara melakukan telash terhadap
kasus-kasus yang berkaitan dengan isu vang dibadapi yang telah menjadi
putusan pengadilan yang teleh mempunyai kekuatan hukum tetap?
Pendekétan historis dilakukan dengan meneleah latar belakang apa yang

dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.24

1.72. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum pada penelitian ini adalah bahan hukem yang
diperoleh dari studi pustaka khususnya bahen hukum primer yang terdiri
dari peratwran perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang
terdiri dari literatur-literatur yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukem primer.?® Sumber bahan hukum ini diperoleh dari study pustaka,
yang terdiri dari:

a, Bahan hukum primer, yaitu bahan hekum vang bersifat autoritatif
artinya mempunyal otoritas, yang mengikat, terdiri dari peratwran
perundang undangan dan putusan-putusan hakim yang berkaitan
dengan masalah yang dibahas, diantaranya:

1} Undang-Undang Nomor 30 Tahur 1999 tentang Arbitrase dan
Altematif Penyelegaian Senghkety (Lembaran Negara No. 138 tahun
1999, Tambahan Lembaran NegaraNo, 3872).26

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor § Tabun 1968 tentang
Persetujuan Atas Konvensi Tentang Penyelesaian Perselisihan
Antara Negara Dengan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman
Modal?’

:: Peter Mahmud Marzuki, Peneffifan Hukum, (Jakeria: Kencana, 2067}, kim. 93,
Ibid.
M 1bia.
¥ thid., Wim. 14}
* \ndonesia, Undang-Undang Arbitrase don Alternatif’ Penveleseian Sengkers, UU
No. 39 izl 1999, LN No. 138 tahun 1992, TLR Mo, 3872,
“ \ndonesia, Undag-Undang Penyelesaian Persefisihan Antora Negara Dengan

Warga Negara Asing Mengenai Pesgraman Modal, UE) o, 5 fahun 1968, LN No. 32 tahun
1968,
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3} Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1981 tentang pengesahan
Convention on the Recognition amd Enforcement of Foreign
Arbitral Award?®

b. Bahan hukum sekunder, yaitu baban hukum yang memberi peniclasan
pada bahan hukum primer, diantaranys;
1) Literatur-literatur hukum;
2} Hasil penelitian kalangan hulaim;
¢. Bahan hukum tersier yang diperoleh dan kamus hukum dan surat
kabar,

1.8. Sisteratika Penulisan
Sigtematika Penulisan penelitian ini adatah sebagai berikut:

a. BAB 1 PENDAHULUAN, terdiri atas latar belakang masalah, rumusgan
masalah, tujuen penelitian, manfaat penclitian, definisi operasional,
kerangka teori, metodologi penlitian dan sistematika penulisan.

b. BAB 2 UPAYA HUKUM PASCA PUTUSAN ARBITRASE, terdiri dari
dasar hukum arbifrase di Indonesia, uraian erbitrase bersifat final dan
binding, upaya hukum pasca Putusan Arbitrase terdid dari interpretasi
Putugan Arbitrase, Koreksi Putusan Arbitrase, Penambshan Putusas
Arbitrese, Penolakan Putusan Arbitrase nasional dan internasional, dan
Pembatalan Putusan Arbitrase, sebagai perbandingan akan diuraikan vpaya
hukom pasca Putusan Arbitrase di negara lain vang terdiri dari Singapura
dan China.

¢. BAB 3 PENGATURAN UPAYA HUKUM PASCA PUTUSBAN
ARBITRASE DALAM UNDANG-UNDANG ARBITRASE DAN
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA, terdiri dari ketentuan
korcksi terhadap kekelirvan administratif, ketentuan penambahan atau
pengurangan  tuntutan, ketentuan penolakan putusan  arbitrase
internasional, dan ketentuan pembatalan pulusan arbitrase.

2 Indonesia, Keppres Pengukuan dan Pelaksoncan Putusan Arbitrase Asing,
Keppres No. 34 tahun 1981, LN No. 40 tehon 1981,
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4. BAB 4 UPAYA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM
PRAKTEK, terdiri dari perkara antara PT. Comarindo Expres Tama Tour
& Travel melawan Yemen Alrways, perkara antara PT. Persada Sembada
melawan PT. Petronas Niaga Indonesia, perkara antara PT. Berdikari
[nsurance melawan Majelis Arbitrase dan PT. Kaltim Daya Mandiri, dan
perkara antara PT. Bumigas Energy melawan BANI dan Majelis Arbitrase
nomor 271/ XVARB-BANI/2007.

&, BAB 5 PENUTUP terdiri atas Kesimpulan dan Saran
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BAB2
UPAYA HUKUM PASCA PUTUSAN ARBITRASE

2.1L.Dasar Huloum Arbitrase di Indonesia

Arbitrase sebagai pranata altemnatif penyelesaian sengketa telah ada
sejak jaman pendudukan Belanda.

Bagi penduduk bumiputera pada saat itu, kebolehan menggunakan
arbitrase untuk menyelesaikan sengketa didasarkan pada ketentuan Pasal 377
Het Herziene Indonesisch Reglement (selanintnya disingkat “HIR”) atan Pasal

T05 Rechisreglement Buitengewesten (selanjuinya disingkst "RBg”) vang
berbunyk

“Jika erang Indonesia dan orang Timur asing menghendaki
perselisihan mereka diputugkan oleh juru pisah, maka mercka wajib

menunil peraturan pengadilan perkara vang berlaku bagi bangsa
Eropa®.

Namun demikian kedua ketentuan diatas tidak mengatur lebih lanjut
mengenai Arbitarse, sehingga vntuk mengisi kekosongan hukum maka dipakai
ketentuan-ketentuan yang mengatur arbifrase dalam  Reglement op de
Rechisvorerdering {disingkat Ry},

Dalam Ry, pasal-pasal mengenai Arbitrase, diatur dalam Buku Ketiga
tentang Aneka Acara mulai dari Pasal 615 sampai dengan Pasal 651,

Pasal-pasal ini meliputi lima bagian pokok, yaitu:
a, Bagian Pertama {pasal 615-623) mengaturv mengenal  arbitrase dan
pengangkatan arbitrator atau arbiter,
b. Bagian Kedua (pasal 624-630) mengatur mengenal Pemeriksaan di muka
baden arbitrase,
c. Bagian Ketiga (pasal 631-640) mengatur mengendi putusan arbitrase,
d. Bagian Keempat (pasal 641-647) mengatur mengenal upaya-upaya
terhadap putusan arbitrase, I
e. Bagian Kelima (Pasal 647-651) mengatur mengenal berakhirnya arbitrase.
Setelah Indonesia Merdeka, arbitrase sebagai salah satu cara
penyelesaian sengketa dilvar pengadilan masih diperbolehkan pemakaiannya.
Hal tersebut didasarkan atas Pasal 11 Aturan Peraliban Undang-Undang Dasar
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1945 tertanggal 18 Agustus 1945 yang menyatakan bahwa segala badan-badan
Negara dan peraturan vang ada langsung berlaky, selama belum diadakan
yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Tidak berhenti digini saja, Arbitrase sebagal alternatif penyelesaian
sengketa dikembangkan lagi pada era setelah kemerdekaan Republik
Indonesia, Pada Tahun 1968, Republik Indonesia telah meratifikasi fhe
Comvention on the Selflement of Investment Disputes beiween States ond
Nationals of Grher States (Selanjutnya disebut “Konvenst ICSID™) melalui
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1968 tentang
Persetujuan Atas Konvensi Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara
Dengan  Warga Nepara  Asing  Mengenai  Pepanaman Modal

2?, Pada Tahun 1981, melahii Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1981
tentang pengesahan Comvention ou the Recognition and Enforcement of
Foreign Arbitral Award 3 Indenesia secara resmi mengikatkan diri dan
mengesahkan Konvensi New York 1958, Kemudian, akhirnya pada tahun
1999 Republik Indonesia mengesabkan Undang-Undang Nomor 30 tzhun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa®' (sclanjutaya
diszbut Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Seagketn),

Selain  ketentpan-ketentuan  dalam  beatuk  Undang-Undang  dan
Keputusan Presiden diatas, Republik Indonesia, sebagai anggota Persatuan
Bangsa-Bangsa ikut menandatangani resolusi sidang umum PBB mengenai
United Nations Commiission on internaifonal irade law (selanjutnya disingkat
“UNCITRAL") Arbitration Rules (Resohdion 31/98 Adopted by the General

# tndonesia, {fndang-Undang Penyefesaian Perselisihan Antara Negara Dengan
Warga Negora Asing Mengenal Penonaman Modal, UU No. & shan 1968, LN Nuo. 32 tahun
1968,

Undang-undang ini terdiri dari 5 Pasal saja. Disebutkan bahwa szsvatu perselisihan
tentang penanaman moda!l antsra Republik Indonesia dan warga Negar asing diputugkan
melalui konversi [C8ID dan mewskiti Republik Indonesia dalam perselisihan iersebut wntuk
hak subtitusi {(Pasal 2). Pasal penting lainnya adalal tentang pelaksanaan keputusan badad
arbitrasen ICSID. Dalam PAsal 3 disebutkan bahwa uatuk melaksanakan putusan Mehkamah
Arbitrase ICSID di wilaysh Indonesia, maka diperjukan penyataan Mahkamah Agung untuk
meizksanakannya. Huoala Adolf, Asbifrase Komersial Intermasionsl, Ed. Revisi, Cef 3
{izkarta: PT. Rajn Geafindo Persada, 2002}, him, 42,

® Indonesia, Keppres Pengekuan dan Pelaksanaen Putusan Arbicrase Asing,
Keppres Wo. 34 tshan 1981. LN No, 40 tahun 1981,

3 todonesia, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengheta, UU
No. 39 sl 1999, LN No. 138 tahun 1998, TLK No, 3872,
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Assembly in 15 December 1976). Dengan demikian, UNCITRAL Arbitration
Rules yang menjadi lampiran resolusi, telah menjadi salah satu sumber hukum

internasional di bidang arbitrase.

2.2.Putusan Arbitrase Bersifat Final dan Binding

Dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sebagaimana
lazim dikenal dalam lembaga peradilan, pemeriksaan sengketa akan berujung
pada sebuah putusan. Berbeda dengan putusan pengadilan negeri dalam
pemeriksaan perkara perdata pada umumnya, putusan arbitrase nasional
maupun internasional memiliki sifat final dan binding.

Undang-Undang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa dengan tegas
menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan
hukum tetap dan mengikat para pihak. 32 Dalam penjelasannya ditegaskan
lagi bahwa Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian
tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Dengan
demikian nyata bahwa putusan arbitrase, menurut Undang-Undang Arbitrase
dan Altematif Penyelesaian Sengketa, disamakan dengan putusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Apabila para pihak sepakat
untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, dan terhadap sengketa para
pihak ini majelis arbitrase telah menjatuhkan putusannya, maka tertutup upaya
banding, kasasi maupun peninjavan kembali sebagaimana dimungkinkan
dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada umumnya.

Pemeriksaan sengketa para pihak cukup dilakukan sekali melalui
arbitrase, dan tertutup kemungkinan bagi para pihak untuk memochon
pemeriksaan ulangan.

Sifat finalitas dan mengikat putusan arbitrase juga melandasi putusan
arbitrase yang diselenggarakan menurut Peraturan Prosedur BANL* Dalam
rangka menjaga karakter final dan binding putusan arbitrase peraturan
prosedur BANI menegaskan bahwa para pihak menjamin akan langsung

melaksanakan putusan arbitrase.

*? Indonesia, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU
No. 3% tahun 1999, LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872. Pasal 60.
? Peraturan Prosedur BANI, Pasal 32,
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Dalam Peraturan Prosedur BANI, Majelis Arbitrase diberikan
wewenang untuk menelapkan suatu batas waktu bagi pihak yang kalah untuk
melaksanakan Putusan Arbitrase dimana dalam Putusan Majelis Arbitrase
dapat menetapkan sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga dalam jumlah
yang wajar apabila pihak yang kalah lalai dalam melaksanakan Putusan
Arbitrase.

Khusus bagi putusan arbitrase internasional, Konvensi New York 1958
dalam Pasal IIl menyatakan “each contracting state shall recognize arbitral
awards as binding and enforce them”.** Setiap Negara peserta konvensi, harus
mengakui arbitrase internasional sebagai putusan yang binding dan mempunai
kekuatan eksekusi terhadap para pihak.

2.3.Upaya Hukum Pasca Putusan Arbitrase

Diatas telah sedikit dipaparkan bahwa putusan arbitrase memiliki sifat
final dan binding. Kemudian, apakah dengan demikian tidak ada upaya hukum
apapun terhadap putusan arbitrase?

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sifat final dan binding putusan
arbitrase dan tidak terbukanya upaya hukum terhadap putusan arbitrase
merupakan penegasan terhadap tujuan arbitrase yakni adanya cara
penyelesaian sengketa yang cepat. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase
hanya dilakukan sekali, tidak akan dilakukan pengulangan seperti banding,
kasasi mapun peninjauan kembali. Disitulah titik penting sifat final dan
binding putusan arbitrase.

Upaya hukum yang dilarang dalam Undang-Undang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah upaya banding, kasasi dan Peninjauan

* Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, Pasal
I1l. Lihat juga Yahya Harahap, Arbitrase, Ed. 2, (Jakarta, Sinar Grafika, 2003), hlm. 27.
Dikatakan bahwa, menurut doktrin ilmu hukum, seliap putusan yang dijatuhkan pengadilan
dengan sendirinya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi para pihak yang berperkara.
Kekualan mengikat tersebut meliputi ahli waris orang yang mendapat hak dari para pihak.
Kemudian, oleh karena pulusan arbitrase bersifat final, dan tertutup upaya hukum banding
atau kaesasi, putusan tersebut sam ahalnya dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum yang tetap. Keonsekuensinya, putusan dengan sendirinya mengandung
“kekuatan eksekutorial” atau execuforial kracht.
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kembali.35 Hal ini ditujukan agar tidak terjadi pemeriksaan ulang terhadap
materi perkara. Pemeriksaan materi perkara oleh arbitrase bersifat independen
dari campur tangan pengadilan.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia membuka peluang entuk
melakukan upaya hukum setelah jatuhnya putusan arbitrase dengan alasan-
alasan vang eksepsional. Dilibat dari sisi pibek yang berwenang untuk
memeriksa upaya hukum terhadap potusan arbitrase, maka upaya hukum
tersebut dapat dibagi dua: yakni, pertams, upaya hukom melalui lembaga
arbitrase yang telah memutus perkara bersangkutan dan yang kedua, upaya
hukom melalui pengadilan.

Dalam praktek arbifrase, dikenal beberapa upaya hukum terhadap
putusan arbitrase, seperti misalnya, interpretasi Putusan Arsbitrase, koreksi
Putusan Arbitrase, penambahan Putusan Arbitrase, pembetulan Putusan
Axbitrase, penambahan atay pengurangan hmfutan dalam Putusan Arbitrase,
Penolakan Putusan Arbitrase dan Pembatalan Putusan Arbitrase. Lima yang
pertama berada dalam kewenangan lembaga arbitrase yang memutus sengketa,
Dua upaya hukum terakhir, berdasarkan Undang-Undang Arbitrese dan
Alternatif Penyclesaian Sengketa masuk dalam kewenangan pengadilan.
Khusus bagi uwpaya pembatalan putusan arbitrase 1CSID, masuk dalam
kewenangan majelis arbitrase di ICSID 3¢
Upaya hukum terhadap putusan arbifrase yang masih dalam wewenang
fembaga arbifrase yang memutusaya dan bagi putusan arbitrase 1CSID tunduk
pada rudes atau peraturan prosedurnya masing-masing. Sedangkan ierhadap
upava hukum berupa pencolakan dan pembatalan putusan arbitrese di
InDonesia tunduk pada beberapa peraturan perundangan, seperti Undang-

tudenesia, Undang-Umdang Arbitrase don Aliernatif Pervelesoion Sengkera, U1
No. 35 tabun 1999, LN No., 138 tahun 1992, TLHN No, 3872, Pasal £0,

* ada figs persyaratan pokok yang harus dipeauhi oleh pars pihak untuk
meagpunakan sarana arbitrase 1CSID dalam  menyelesaikan sengketa vasg  diberikan
kepadanya. Pertama, harus ada kata sepakat. Kedua, masuk dalam jurisdiksd ratione materie,
yang mewjadi jurisdiksi badan arbitrase ICSHD adalah terbatas pada sengketa-sengketa hujum
saja akibat adanya penanaman modal. Ketiga, vurisdiksi ratione personae, bahwa arbitrase
ICSID hanya memiliki wewsnang mengadili terhadap sengketa-sengkela entara MNogara
dengan waga Nepara asing lsinaya yang negaranya juga adaish anggola/peseria kKonvensi the
Convention on the Seitfement of Investment Disputes betwern States and Natissiads of Other
Stares. Huala Adolf, Arbitrase Komersisl Inlernasional, Ed. Revisi, Cet. 3 {Jakarta: PT. Raja
Geafindo Persada, 26623, him, 36-56.
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Undang Arbiirase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor | Tahun 1981 tentang Pengesahan Convention on
the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, dan Peraturan
Mahkamah Agung Republik indonesia Nomor 1 tahun 1990 tentang Tawa Cara
Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

2.3.1. Interpretasi Putusan Arbitrase
2.3.1.1. Pengertian

Dalam praktek, hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat
atan penafsiran dalamn svatu putusan arbitrase misaluya putusan
arbitrase mengandung rumusan dan diktum yang kabur atan
ambivalent maupun adanya saling pertentangan antara  bagian
pertimbangan yang satu dengan bagian pertimbangan yang lain atau
antara bagian pertimbangan dengan diktum putusan. Jika terjadi hal-
hal demikian, para pibak dapat meminta interpretasi atas puivsan
arbitrase kepada mejelis arbitrase agar diberikan penafSiran atau
interpretasi “resmi” berupa penjelasan yang pasti, jernih dan ferang
schingga kekaburan, pengertian ganda, maupun saling perientangan
lenyap dari putusan arbitrase.®’

Interprestast Putusan Arbitrase atau “imlerpresasion of the
awards” dimunpgkinkan dalam prakiek arbitrase. Dalam berbagai rudes,
Interpretasi Putusan Arbitrase diatur sebagai salah satu pelembagaan
hukum. Misalnys dapat dijumpai dalam section 3, Pasal 50 Konvensi
ICSID atau section 1V Pasal 35 UNCITRAL Arbitrarion Rules.

Namun demikian interpretasi terhadap putusan arbirase tidak
dilembagakan dalam semua aturan prosedur erbifrase atau “rufes™.
Seperti misainya, Peraturan Prosedur BANI dan Undang-Undang
Arbitrase dan Alternatif Peoyelesaian Sengketa. Dalam keduanya tidak

diatur mengenai kebolehan untuk meminta interprestasi terhadap
putusan arbitrase,

¥ M. Yahya Harahap, drbitrase, Op Cit., him.262,
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Interpretasi Putusan Arbitrase dimungkinkan daiam keadaan
dimana para pihak setelah putusan arbitrase dijatuhkan saling berbeda
pendapat mengenai pengertian atau jangkauan yang timbul dani
putusan arbitrase. UNCITRAL Arbitration Rules tidak memberikan
pengertian dan ruang lingkup Interpretasi Putusan Arbitrase. Namun
demikian, pengertian dan ruang lingkup Interpretasi Putusan Arbitrase
dapat kita jumpai dalam Konvensi ICSID% bahwa,

(1) If any dispute shall arise between the parties as io the meaning
or scope of an award, either party may request inferpretalion of

the award By an applivation in writing addressed to the
Secretary-General.

(2} The request shali, if possible, be submitted 10 the Tribynal
which rendered the award. If this shall not be possible, a new
Tribunal shatl be constinaed in occordance with Section 2 of
this Chapter. The Tribunal may, if # considers that the
eircumstaoices 8¢ reguire, stqy enforcement of the gward
pending ity decision.

Jadi, apabila diantara kedua belah pihak timbul perbedaan
pendapat mengenai pengertion ateu maksud maupun mengenai
jangakeauan putusan, salah satu pihak dapat mengajukan permintaan
interpretasi mengenai apa maksud yang sebenamya tentang arti, tujuan
dan jangkauan vyang diperselisihkan pars pihak dalam putusan
arbitrase, Dengan kata fam, jika putusan tidek mengandung kejelasan
aril, tuivan dan jangkauan, dan hal tersebut menimbulkan perbedaan
penafsiran diantara para pihak, salah satu pihak dapat moengzivkan
permintaan  “penafsiran  resmi”  dari  Majelis  Arbitrase  yang
memesiksannya.

Dari definisi interpretasi yang diberikan Konvensi ICSID di
atas dapat dipahami Mejelis Arbitrase memiliki tugas menyelesaikan
permintaan interpretasi terhadap putusan arbitrase yang diajukan para
pihak. Tugasnya memberikan “penafsiran resmi® berupa penjelasan

vang terang dan jernih akan arti yang diperselisihikan sehingga dengan

B Convention on the Setttement of Investmens Disputes between Stotes and Notionols
of Other Stutes, Pasal 50
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penjelasan it menjadi terang dan pasti apa maksud atau jangkauan

putusan, sehingga putusan tidsk menimbulkan lagi keraguan.

23.1.2, TataCara

Sedikit telah disinggung diatas Undang-Undang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Prosedur BANI sama
sekali tidak menyinggung mengenai Interprefasi. Aturan mengenai
Interpretasi terhadap putusan arbitrase dapat dijumpai dalam Konvensi
ICSID3? dan UNCITRAL Ardifration Rules ©

Setelah putusan arbitrase dijatuhkan, apabila para pihak saling
berbeda pendapat mengenal pengertian atau jangkavan yang timbul
dari putusan arbitrage, maka salah satu pihak dapat meminta
Interpretasi Putusan Arbitrase,

Konvensi ICSID dan UNCITRAL Arbirgtion  Rules
mensyaratkan permintaan Interprestasi Putusan Arbitrase harus
diajukan kepada badan arbitrase yang ditunjuk. Khusus bagi arbitrase
di ICSID, berdasarkan Pasal 50 Ayat (1} Konvensi ICSID, pemohonan
interpretasi terhadap putusen arbitrase harus  disjukan kepada
Sekretariat Jenderal Centre (JCSID), kemudianSckretaris Jenderal akan
menyampaikan  permintsan  kepada Mejelis  Arbilase  vang
bersangkutan 4!

Permohonan interpretasi harus dilakukan secara terfulis.
Pencgasan mengenai pengajuan permcohonan interprefasi dilakukan
dalam bentuk tertulis, diatur dalam Pasal 50 Konvensi ICSID. Dalam
pasal tersebut antara lain ditegaskan: cither party may reguest
interpreigtion of the award by an application ix writing.

Ketentuan ini dapat dijadikan pegangan umum bagi setiap
permohonan interpretasi terbadap putusan arbitrase versi - lain.

¥ Converion on the Setdement of Frvestment Disputes betwaen States and Notionals
of Other States, Passt 30,

® UNCITRAL Arbilration Rules, Pasal 35.

** Convention on the Settlement of Investment Dispuies batweesr States and Nationals
of Other States, Pasal 58 Ayai (1),
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Permintaan interpretasi secara lisan, dianggap tidak sah, karena tidak
memenuhi syarat formal.

Pemohon wajib memberitahukan permohonan interpretasi
kepada pihak lain. Kewajiban pemberitahuan kepada pihak lain oleh
pemohon interpretasi diatur dalam Pasal 35 UNCITRAL Arbitration
Rules.

Azasan perlunya permohonan interpretasi diberitahwkan kepada
pihak lawan adalab untuk memberikan kesempatan bagi pibak lawan
vntuk  mengajukan jawaban kontra. Pihak lawen harus  dibed
kesempatan untuk  mengajukan  iswaban ataw kontra  terhadap
permohonan interpretasi, Kontra pendapat yang disampaikan pihiak
lawan dapat dijadikan mahkamah sebagal bahan pertimbanpan,
Dengan demikian, dalam upaya tindakan interpretasi yang dilakukan
mahkamah, tidek hanya pendapat pemohon saja yang harus dinilai dan
dipertimbangkan. Tapi termasuk pendapat dan pandangan pihak lawan,
Sehingga bobot interpretasi yang ditentukan majelis arbitrase tidak
berat sebelah dari pendapat pihak pemohon saja.42 Lain haloya, jika
pihak lawan tidak mengajukan kontra. Bererti dia telah menyetujui
seperivhoya apa-apa yang akan ditentuken oleh mejelis arbitrase.

Batas tenggang waktu pengajuan permohonan interpretasi
putusan arbitrase tidak sama antara satu rudes dengan vang lain.
UNCITRAL Arbitration Rules delam Pasal 35 menentvkan bahwa
tengpang wakio pengajuan permohonan Interpretast Putusan Arbitrase
yang dianggap memenuhi syarat formal adalab apabila diajukan dalam
tenggang waktu 30 hari sejak tanggal putusan diterima. Sedangkan
menurut  Konvensi  ICSID, batas  tenggang  waktu pengajuan
pemichonan Interpretasi Putusan Arbitrase yang memenuhi syarat
formal adalah diajukan dalam tenggang waktu 45 hari terhitung sejak
putusan arbitrase diberitahukan kepada para pihak 43

2 M. Yahyz Harahap, Arbitrase, Op Cit., hlm 264,

 Convention an the Seitlement of Investment Diynaes between Stotes and Nationals
of Other States, Pasal 49,
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Pihak yang berwenang untuk memberikan interpretasi terhadap
putusan arbitrage ialah mejelis arbitrase yang telah memutus.
Ketentuan yang seperti itu realistis. Majelis arbitase yang memutus
paling tahu dan memahami makda dan isi putusan. Kalau begitu sangat
wajar apabila kewenangan member interpretasi putusan menjadi hak
dan kewajiban majelis arbitrase yang memutus sengketa. Penggarisan
kewenangan ini merupakan patokan prinsip.

Dalam praktek, tetap saja terdapat kemungkinan dimana
anggota mejelis arbitrase karena suatu sebab maupun kondisi lainnya
terhalang untuk dapat milakeken tugasnya. Permasalahan ini dijawab
oleh ketentuan Pasal 50 Konvensi ICSID. Untuk lebih jelas
runusannya berbunyi:

“The reguest shall, if possible, be submitted to the Tribunal
wrich rendered the award. If this shall not be possible, a new

Tribunal shail be constituted in accordance with Section 2 of
this Chapter”

Jadi pada prinsipnya yang berwenang member pertimbangan
dan menetapkan interpretasi putusan ialah majelis arbitrase semula,
yang telah memeriksa dan memutus sengketa. MNamun apshile hal
terscbut tidak mungkin, akan dibentuk majelis arbitrase yang baru
yang akan bertindak member penetapan interpretasi. Hzk dan
kedudukan mejelis arbitrase baru sama dan merupakan pengpanti dari
mejelis arbitrase yang lama. Oleh karena itu, penetapan interpretasi
yang diambilnya, final dan binding kepada para pihak.

Setelah majelis arbitrase memeriksa dan mempertimbangkan
permnchonan Interpretasi Putusan Arbitrase, kontra jawaban pihak.
fawan, maka selanjutnya majelis arbitrase akan memberikan
Interpretasi Putusan Arsbitrase. Berdasarkan ketentuan Pasal 35
UNCITRAL arbitration rules, maka mterprestasi harus dibérikan
secara fertulis dan sudah harus diberikan dalam waktu 45 {empat puluh

fima} hari dari {anggal penerimaan pemohonan Inferpretasi Patusan
Arbitrase,
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Interpretasi atas potusan arbitrase yang diberikan oleh majelis

arbitrase merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah denpan putusgan,
Dikatakan dalam Pasal 35 Avat (2} UNCITRAL A4rbitration Rules,
“The interpreiation shall form port of the award and the provisions of
article 32, paragraphs 2 t¢ 7, shall apply.” Hal ini berarti, sesual
dengan Pasal 35 Ayal (2) sampai dengan Ayat (7) UNCITRAL
Arbitration Rules,”

a.

Interpretasi bersifat final dan binding, dalam arti tidak dapat lagi
dilawan dengsn upaya banding, kasasi dan pepinjavan kembali.
Interpretast dengan sendinnya memiliki kekuatan daya eksekusi
dan harus segera dilaksanakan.*’
Pemberian interpretasi oleh majelis arbitrase harus memuat dasar-
dasar alasan, keduvali para pihak sepakat, dalam perjanjian arbitrase
bahwa putusan dan interpretasi lidak memerluken dasar-dasar
pertimbangan.*®
Interpretasi harus ditanda-tangani anggota arbiter, dan menyebut:
- Tanggal, serta
- Tempat interpretasi diambil
Dalam: bhal salah seorang tidak menandatangani, harus dicatat
dalam penetapan interpretasi tentang alasan yang menyebabkan dia
tiduk ikut tandatangan.*’
Salinan penetapan iaterpretasi yang telah ditandatengani oleh
anggota arbiter, diberitabukan kepada para pihak oleh majelis
arbitrase.®®
Interpretasi tidak boleh dipublikasi tanpa persetujuan kedua belah
pihakfg

Pencgasan tentang lekataya interpretasi sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari putusan serta sifat final dan binding yang

 UNCITRAL Arbitration Rules, Pasal 35 Ayat (2).

¥ Libat : UNCITRAL Arbitrotion Rules, Pasal 32 Avat (2).
*“ Lihat s UNCITRAL Arbitration Rudes, Pasal 32 Avat (3).
7 Lilwat : UNCITRAL Arbitration Rules, Pasal 32 Ayat {8).
6 Lihat : UNCITRAL Arbitration Rules, Pasal 32 Ayt {6},
I Lihat : UNCITRAL Arbitration Rules, Pasal 32 Ayat (5,
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terkandung padanya, adalah tegas. Interpretasi itu sendiri hanya
merupakan penjelasan dan peniernihan makna maupun cakupan
putusan. Interpretasi bukan putusan baru yang berdiri sendiri terlepas
dari putusan semula. Oleh karena itu tidak mungkin menggugurken
sifat final dan binding daripadanya.

Proses interpretasi atas putusan arbitrase dapat menunda
eksekusi, Ketentuan yang membolehkan penundaan eksekusi putusan
arbitrase selama proses interpretasi berlangsung, diatur dalam Pasal 58
ayat (2) Konvensi ICSID, Dinvatakan bahwa “The Tribunal may, if it
considers that the circumstances 5o require, stay enforcement of the
award pending ils decision”™® Dengan demikian, permintaan
interpretasi dapat dijadikan alssan-alasan untuk menunda eksekusi,
apabila terdapat alasan-alasan yang periun untuk melakukan penundaan.
Ketentuan vang tegas mengenai dapatnya penetapan penundaan
eksekusi oleh majelis arbitzase terkait dengan proses interpretasi tidak
diator secara tegas dalam VNCITRAL drbifratiorr Rules, pamun
demikian, dapat dikatakan babwa dalam sistem UNCITRAL
Arbitration Rules apabila terdapat permohonan interpretasi maka
pemundaan eksekusi dapat dilakukan, hal ini, denpan dipedomant
Konvensi ICSID, interpretasi yang diberikan oleh majeles arbitrase
merupakan bagian vang tidak terpisabkan dari putusan arbitrase dan
memiliki kekuatan hukum yang sama.

2.3.2. Koreksi Putusan Arbitrase
2.32.1. Pengertian
Selelah majelis arbitrase menjatubkan putnsan akhir atas
perkara yang diperiksanya, para pihek dapat memohon majelis
arbitrase untuk melakukan koreksi putusan arbitrage. Pasal 58 Undang-
Undang Arbitrase dan AHernatif Penyelesaian Sengketa®' dan Pasal 34

* Conveniion on the Settlement of brvestment Disputes batween States and Nationals
of CGirfier States, Pasal 5§ Ayat (2).

S| Lihat : Indonesis, Undang-Undung drbitrase dan Aliernatif Penyelesaion
Sengheta, 1A} Mo, 39 tahun 15%9, LM No. 138 mbun 1999, TLN No, 3872, Pazai 58,
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Peraturan Prosedur BANI mengenal upaya hukum berapa koreksi
atau pembetulan terhadap kekelirvan administratif,

UNCITRAL Arbitration Rules dalam Pasal 36 Ayat (1)
menyatakan baliwa

“with notice 13 the other pariy. may request the arbitral

tribunad to correct in the award any errors br compudation, ay

clerical or typographical errors, or any ervors of similar
natyre.”

Koreksi Putusan Asbitrase dimungkinakan apabila putusan arbitrase

mengandung kekeliruan-kekeliruan seperti:

4. Penulisan kata;

b, Salah pengetikan;

¢. Kesalahan perhitungan jumlah atau salah taksir;

d. Atau kesalahan yang sama sifatnya dengan kesalahan yang disebut
duluan,

Sebagai tambahan, di dalam Xonvensi ICSID sifat kesalahan

penulisan kata, pepgefikan, kesalaban perhitungan jumlah atav salsh

taksir maupun kesalahan-kesalaban lainnya tersebut harus pada suatu

derajat yanz sangat mempengaruhi putusan.™ Dalam keadaan vang

demikian para pthak dapat mengajukan koreksi putusan arbitrase atau

yang dalam istileh Konvensi ICSID adalah “Revivion of the Award”,

sehagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 Ayat {1} Konvensi ICBID,

“on the ground of discovery of some fact of such a nature as decisively
‘o affect the award”,

Dikatakan balrwa “Dalam wakiu paling lama 14 (empat belas) hati setelah putusan diterima,
para pihak dapat mengsjuken permobonan kepads arbiter atau maielis arbitrass unk
melgkukan korgksi tethadap kekelirvan administratif dan steu mengmbeh atsy mengorangi
sesyaty funtutan putpsan”

! {ibav Peratwan Prosedur Badan Arbitrase Nasiona! Indonesis, Pasal 34
Drikatakan bahwa “Dalam wakiu paling lama 14 {empat belas) hart seselah Potusan diterima,
pars pihak dapat mengajuken permohonan ke BARNI agar Majells momperbaiki kesalshan-
kesalahan administeatif yang mungkin tegjadi danfatan untuk menpwbah afau aenphapes
sesuALY a?abila dalam Pumsan tersebut sesuafo tuntmtan tidek disinggung ™

> Convention on ihe Settlenrent of Invesinrent Disputes between States and Notionals
of Ciher States, Pasel 51 Ayat {1}
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2.3.2.2, TataCara

Sama halnya dengan interpretast atas putusan arbitrase, koreksi
putusan arbitrase atau revisi putusan arbitrase tidak dikenal dalam
Undang-Undang  Arbirase dan  Altematif Penyelesaian Sengketa
maupun Perturan Prosedur BANI. Upaya pasca putusan arbitrase
berupa Koreksi Putusan Arbitrase ini pengatorannya dapat dijumpai di
Kornvensi ICSID dan UNCITRAL 4rbitration Rules.

Konvensi ICSID dan  UNCITRAL  Arbifration  Rules
mensyaratkan permintaan koreksi Putusan Arbitrase harus diajukan
kepada badan arbitrase yang ditunjuk, Khusus bagi arbitrase di ICSID,
berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Xonvensi ICSID, pemohonan koreksi
putusan arbitrase harus diajukan kepada Sekretariat Jenderal ICSID,
kemudian Sckretaris Jenderal akan menyampaikan permintaan kepada
Majelis Arbitrase yang bersangkutan, sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 51 Ayat (3) Konvensi [CSID.

Permohonan Koreksi Putusan Arbitrase harus dilakukan secara
tertulis, Penegasan mengenai pengaiuan permohonan interpretasi
dilakukan dalam bentuk tertulis, distur dalam Pasal 51 Ayat (1)
Konvensi ICSID. Dalam pasal tersebut antara lain Jitegaskan: Either
party may request revision of the award by an application in writing %
Walaupun UNCITRAL drbiration Rules tidak memuat ketentuan
vang mengharuskan disjukannya permohonsn  koreksi  putusan
arbitrage secara tertulls, namun syarat pengajuan terfulis vang
ditegaskan oleh Konvensi ICSID dapat dijadikan pegangan, terlebih
{agi sudah semestinya apabila pihak vang berkepentingan atas putusan
arbitrase atau salah satu pihak yang dirugikan akibat kekelirvan-
kekelirvan sebagaimana disebut diatas reenunjukkan dan memberikan
penjelasan lebih lanjul kepada majelis arbitrase agar dapat dilakokan
koreksi.

M Convention on the Settlement of lvestnient Disputes betseen States and Nationals
af Orher States, Pasal 51 Ayat {1).
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Pemohon wajib memberitahukan permohonan koreksi putusan
arbitrase kepada pihak lawan. Kewajiban pemberitahuan kepada pihak
lawan oiech pemohon koreksi diatur dalam Pasal 36 Ayat (1)
UNCITRAL Arbitration Rules.

Alasan perlunya pennohonan koreksi diberitahukan kepada
pihak lawan adalah untuk memberikan kesempatan bagi pihak lawan
untuk mengajukan jawaban Kkontra. Pihak lawan harus  diberi
kesempatan untuk mengajukan jewsban atau kontra terhadap
permohonan inferpretasi, Kontra pendapat yang disampaikan pihak
fawan dapat dijadikan mehkamah sebapei bahan pertimbangan.
Dengan demikian, dalam upaya tindakan koreksi yang dilakukan
majelis arbitrase, tidak hanya pendapat pemohon saja yang harus
dinilai dan dipertimbangkan. Tapi termasuk pendapsa! dan pandangan
pihak lawan. Schinppa bobot koreksi yang ditentitkan majelis arbitrase
tidak berat sebelah dari pendapat pihak pemohon saja. Lain haloya,
jika pihak lawan tidsk mengajukan kontra, Beraxti dia telsh menyemjui
sepenuhnya apa-apa vang akan ditentukan oleh mejelis arbitrase,

Batas tenggang waktu pengajuan permochonan koreksi putusan
arbitrase tidak sama antara satu rufes dengan yang lain, UNCITRAL
Arbitration Rules dalam Pasal 36 menentukan bahwa tenggang waki
pengajuan permohonan korcksi yang dianggap memenubi syarat
formal adalah apsbila digjukan dalam tenggang waktu 30 hari sejak
tangpal putusan diterima.?? Sedangkan menurut Konvensi 1CSID,
pasal 51 Ayat (2) menentukan bahwa batas tenggang wakty pengajuan
permohonan korekst vang memenuhi syarat formal adalah digjukan
dalam tenggang wakfu 90 hari ferhitung sejak diketemukannya
kesalahan atou dalam wakin 3 (tiga) tehun setelah majelis arbitrase
menjatuhkan putusan. ¥ Ketentuan mengenal batas waktu pengajuan
permohonan koreksi dalam Konvensi ICSID depat menjadi persoalan,
karena dalam batas wakiu yang cukup lama terscbut, hampir past

¥ UNCITRAL Arbitraijon Rudes, Pasal 36,

% Convention en the Setllement of Investment Disputes betwzen States and Nationals
of Qiher States, Pasal 31 Ayat (2).
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puiusan arbitrase itersebut sudah dilaksanakan atau sudah dimintakan
eksekusi di pengadilan,

Koreksi putusan arbiirase yang diberikan oleh majelis arbitrase
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan.
Dikatakan dalam Pasal 35 Ayal (2) UNCITRAL Arbitration Rules,
“Such corrections shall be in writing, and the provisions of article 32,

paragraphs 2 to 7, shall apply . "> Hal ini berarti, sesual denpan Pasal

32 Ayat (2} sampal dengan Ayat (7) UNCITRAL Arbirration Rudes,

a. Koreksi diberikan secara tertulis

b. Koreksi bersifat fina!l dan binding, dalam arti tidak dapat lagi
dilawan dengan upaya banding, kasasi dan peninjauen kembali,
Koreksi dengan seadirinys memiliki kekuatan daya sksekusi dan
harus segera dilaksanakan. ™

¢, Pemberian koreksi oleh majelis arbitrase harus memuat dasar-dasar
alasan, keduali para pihak sepakat, dalam perjanjian arbitrase
bshwa pufusan dan  koreksi tidak  memerlukan  dasar-dasar
pertimbangan, ™

d. Koreksi harus ditanda-tangani anggota arbiter, dan menysbut:
~ Tanggal, sera
- Tempat koreksi diambil
Dalam hal salah scorang tidak menandatangani, harus dicatat
dalam penetapan koreksi teatang slssan yang menyebabkan dia
tidak ikut tandatangan,®

e. Salinan penetapan Xoreksi yang telah ditandatangani oleh anggota
arbiter, diberitahukan kepada para pihak oleh majelis arbitrase.®’

f. Koreksi tidak boleh dipublikasi tanpa persetyjuan kedua belah
pihalk &

¥ UNCITRAL Arbitration Rules, Pasal 35 Ayat (2).
% UINCITRAL Arbitration Rules, Passl 32 Avat (2).
® UNCITRAL Arbitration Rules, Pasat 32 Ayat (3).
% UNCITRAL Arbitration Rufes, Pasal 32 Ayat (4},
St UNCITRAL Arbitration Rules, Pasal 32 Ayat (63
8 UNCITRAL Arbitration Rules, Pasal 32 Ayat {5).
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Perbedagn penting antara Koreksi Putusan Arbitrase dalam
UNCITRAL Acbitration Rules dengan Revisi Putusan Arbitrase dalam
Konvensi ICSID yaioid, koreks putesan arbitrage dalam UNCITRAL
Arbitration Rules dimungkinkan dilakukan atas inisiatif Majelis
Arbitrase sendivi. Majelis Arbimase karena jshatannya  dapat
melakukan koreksi atas inisiatif sendid tanpa herus menunggu adanya
permohonan koreksi dari para pihak yang bersengketa. Kewenangan
melakukan koreksi atas intsiatif majelis arbitrase ini dibatasi waktonys
hanya sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase
diberitahukan kepada para pihak.6?

Proses koreksi putusan arbirase dapat menunda eksekusi.
Ketentuan vang membolehkan penundeaan eksekusi putusan arbitrase
selama proses koreksi berlangsung, diatur dalam Pasal 51 ayat (4)
Konvensi ICSID. Dinyatakan bahwa “The Tribunal may, if it considers
that the circumstances so require, siay ewforcement of the award
pending irs decision.” Dengan demikian, permintaan inferpretasi dapat
dijadikan alasan-alasan untuk menunda eksekusi, apabila terdapat
alasan-alasan yang perlu untuk melakukan penundaan. Ketentoan vang
tegas mengenai dapatnys penetapan penundaan eksckusi oleh majelis
arbitrase terkait dengan proses inferpretasi tidak diatur secara tegas
dalam UNCITRAL Arbitration Rules, namun  demikian, dapat
dikatakan balrwa dalam sistem UNCITRAL Arbitrotion Rules apabila
terdapat permohonun interpretasi maka penundaan cksckusi dapat
dilakukan, hal ini karena sebageimana telah dibahas sebelumnya,
interpretasi yang diberikan oleb majelis arbitrase merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari putusan arbitrase dan memiliki kekuatan

hukum yeng sama.

& UNCITRAL Arbiirativn Rules, Pasal 36 Ayat {1). Dikatakan bahwa "The arbitral

tribunal may within thirty days ofter the commurication of the award moke such vorvections
on its own Btiorve”
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2.33. Penambahan Putusan Arbitrase
2.3.3.1. Pengertian

Dalam praksek, terdapat kemmungkinan setelah majelis arbitrase
memberikan putusan, terdapat hal-hal yvang menjadi bagian tuntutan
dalam gugatan arbitrase dihilangkan dalam putusan arbitrase, Terhadap
hal ini para pihak dapat meminta kepada majelis arbitrase agar
dilakukan penambanan putusan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa® dan Pasal 34
Peraturan Prosedur BANLS

UNCITRAL Arbitration Rules juga membolehkan para pihak
wntuk memints majelis arbitrase untuk melakukan Penambzban Ptusan
Arbitrase atas tunfuian-tuniuian yang pemah diminiskan dalam
pemeriksaan arbitrase namun disbaikan dalam Putusan Arbitrase™
Ambil contoh misalnya, si A menggugat si B melalui arbitrase karena
wanprestasi yang dilakukan si B atas perjanjian sewa rumah. Dalam
gugatantya, sslain menuntut ganfi rogi, si A juga menuntot bunga
sebesar 2% setahun dari nilad kerugian, Ternyata tuntutan bungs ini
pleh maiclis arbitrase tidak dipertimbangkan dan fidak pula
dicantumkan dalam putusen. Dalam konteks seperti ini si A selaku
para pihek dalam arbitrase dapat mengajukan  permohonan
penambahan putusan arbitrass,

Tentunya, tuntitan yang hilang dalam putusan arbitrase yang
dapat dimintakan penambahan bukanlah tuntutan yang telah ditolak
oleh majelis arbitrage. Hanya tuntutan yang telah dimintakan dalam
pemeriksaan arbitrase yang sama sekali tidak dibahas dalam

® Lihat : Indonesia, Undang-Undang Arbitrase dan Allernatil’ Penyelesoion
Senghete, UU ¥o. 39 tahun 1899, LN No. 138 tshan 1998, TLN Mo. 3872, Pasal 58
Dikatakan bahwa “Dialem wakin paling fama 14 {empat belas} haei selelah putusan diterima,
para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbifer atau majefis arbitrass untuk
smelakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif den alaw menambsh aiag mengurangt
sesuatu tuptelan pwtusan,”

5 yibat: Perstwan Prosedur Badan Arbitrase Nasiomal Indonesis, Pasal 34.
Dikstakan bahwy *Dalam waktu paling lema 14 (empat belas) hari setelah Putusan diterima,
para pihak dapat mengzjukan permohonm ke BANI agar Majelis memperbaiki kesalaban.
kesalahan admisisteatif yang mungkin terjadi dan/xiau gnfuk menambah atan menghapus
sesuatu spsbila dalam Patusar tersebut sesuaty tentuian Gdak distoggeng’

UNCITRAL Arbitration Rufes, Pasal 37 Ayat (1),
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pertimbangan selanjutnya tidak dicantumkan dalam putusan arbitrase
yang dapat dilakukan permohonan penambaban putusan arbitrase,
Undang-Undang Arbiirase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan
Peraturan Prosedur BANI tidak saja membolehkan penambahan
putusan atau “additional award”, tetapi juga Pengurangan Putusan
Arbitrase. Mengenai Pengurangan Putusan Acbitrase, UNCITRAL
Arbitration Rules, dan Konvensi ICSID fidak mengaturnya,

2.3.3.2, Tata Cara

Berdasarkan UNCITRAL Arbitration Ruies® permohonan
Penambahan Putusan Arbitrase dapat dilakukan para pihak kepada
majelis arbitrase yang memeriksa dan memutus sengketa.

Permohonan tersebut  harus  dilakukan secam  fertulis.
UNCITRAL Arbitration Rules tidak memberikan penegasan mengenal
pengaivan permohongn penambahan putusan arbitrase dilakukan
datam bentuk tertulis, pamun demikian adalah sudah semestinya
apabila pihak yang berkepentingan atas putusan arbifrase atav salah
safu pihak yang dirugikan akibat tidak diputusnya tuntutan yvang
dimintakannya menunjukkan dan memberikan penjelasan Jebih lanjut
kepada majelis arbitrase agar dapat dilakukan penambahan,

Berdasarkan Pasal 31 Ayat (1) UNCITRAL Arbitration Rules,
permohonan penambahan putusan arbitrase hanya dapat dilakukan
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya putusan
arbitrase oleh para pihak. Apabila para pihiak mengajukan permohonan
melewati batas waktu yang ditentukan tersebut, permohonan akan
dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya, putusan arbitrase
dianggap telah diterima sepenuhinya oleh para pihak. Sifat final dan
binding sudah tidak dipermasalahkan lagi.

Pemohon wajib memberitahukan permohonan penambahan

putusan arbitrase kepada pihak lawan. Kewajiban pemberitahuan

¥ UNCITRAL Arbitration Rules, Pasal 37,
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kepada pihak lawan oleh pemohon koreksi diatur dalam Pasal 37 Ayat
(1) UNCITRAL Arbitration Rules.

Alasan perlunys permohonan penambahan putusan arbitrase
diberitahukan  kepada pihak lawan adelah  wntuk  memberikan
kesempatan bagi pihek lawan untuk mengajukan jawaban konira.
Pihak lawan harus diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban atau
kontra terhadap permohonan penambahan putusan arbitrase. Kontra
pendapat yang disampaikan pihak lawan dapat dijadikan mahkamah
sebagai bahan pertimbangan. Dengan demikian, dalam upaya tindakan
penambahan putusan arbitrase yang dilakukan majelis achitrase, tidak
hanya pendapat pemchon saja yang harus dinilai dan dipertimbangkan.
Tapi termasik pendapat dan pandangan pihak lawan, Sehingga bobot
penambahan putusan arbitrase yang ditentukan majelis arbitrase tidak
berat sebelah dari pendapat pibak pemohon saja. Lain halnya, jika
pihak lawan tidak mengajukan kontra. Berarti dia telah menyetujul
sepenuhnya apa-apa yang aken ditentukan oleh mejelis arbitrase,

Setelah majelis  arbitrase  menerima  dan  memedksa
permohonan para pihak, kemudian menilai bahwa permohonan
tersebut dapat dibenarkan dan menpanggap bahwa penambahan dapat
dilakukan tanpa adanya pemeriksaan ulang dan pembukiian baru, maka
majelis arbitrase wajlb untuk menetapkan apakah permohonan
dikabulkan atsu ditolak. Pasal 37 Ayat (2) UNCITRAL Arbitration
Ruies memberikan  batas wakmu bagli majelis  arbitrase untuk
memberikan  putusan  terkait permohonan penambahan  putusan
arbitrase sclambat-lambatnya 60 (enam puluh) bari sejak permohonan
diterima,

Terdapat kemungkinan majelis arbitrase setelah menerima dan
memeriksa permohonan para pihak, berpendapat bahwa proses
penambahan putusan arbitrase membutuhkan pemeriksaan dan bukti-
bukti tambahan. Apabila terjadi hal ini, maka sangat mungkin majelis
arbitrase membuiuhkan waktu untuk memeriksanya lebih dari 60
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{enam puluh} bari, dan karenenya dengan alasan-slasan yang tfepat
majelis arbitrase dapat memperpanjang jangka wakio pemeriksaan,
Berdasaran Pasal 37 Ayat (3) UNCITRAL Arbitration Rules

maka, segala ketentvan yang berlaku terhadap pembuatan putusan

arbitrase juga berlako terhadap Penambahan Putusan Arbitrase, yakni

2. Penambahan Putusan Arbitrase berbentuk tertolis dan bersifat final
dan binding, dalam arti tidak dapat lagi dilawan depgan upaya
banding, kasasi dan peminjavan kembali. Penambahan Putusan
Asbitrase dengan sendirinya memiliki kekuatan daya eksekusi dan
harus segera dilaksanakan

b. Penambaban Putusan Arbitrase oleh majehs arbitrase harus
memuat dasar-dasar alasan, keduali para pihak sepakat, dalam
perjanjian arbitrase bahwa putusan dan koreksi tidak memerlukan
dasar-dasar pertimbangan,®

c. Penambaban putusan arbitrase harus ditanda-tangani angpota
arbiter, dan menyebut:
- Tangpal serta
- Tempat Penambzhan putusan arbitrase diamibil
Dalam hal salah seorang tidak mepandatangani, hasus dicatat
dalom penetapan penambahan putusan arbitrase tentang alasan
yang menvebabkan dia tidak ikut tandatangan.”®

d. Balinan penetspan penambahan pulusan arbiltase yang telsh
ditandatangani coleh anggota arbiter, diberitahukan kepada para
pihak oleh majelis arbitrase.”

g. Penambahan putusan arbitrase tidak boleh dipublikasi tanpa
persetujuan kedua belah pihak.”™

& UNCYTRAL Arbitration Rules, Pasal 32 ayat (2).
S UNCITRAL Arbitration Rufes, Pasal 32 ayat (3).
P UNCITRAL Arbitration Rules, Pasal 32 ayat {4).
UNCITRAL Arbitration Rufes, Pasal 32 ayat {8}
R UNCITRAL Arbitrotion Rudes, Pasal 32 avat {5).
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2.3.4. Penolakan Pelaksanaan Pulusan Arbitrase
2.34.1. Penolakan Putusan Arbitrase Nasional

Penolakas Pelaksangan Putusan Arbitrase Nasional memiliki
kaitan yang sangat erat dengan permohonan pelaksanaan putusan
arbitrase. Dikatakan dalam Pasal 6! Undang-Undang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesalan Sengketa bahwa dalam bal para pihak tidak
melaksanakan putusan arbitrese secara sukarela, putusan dilaksanakan
berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah
satu pihak yang bersengketa,”

Permohonan pelaksanaan putusan arbitrase oleh para pihak
dityjukan kepada Ketua Pengadilan Neperi yang daerah hukumnya
mewilayahi tempat tinggal termohon arbitrase. Tidak ads batas wakiu
yang ditentukan dalam undang-undang mengenai kapan waldu terakhic
permohonan eksekusi didaftarkan ke Paniters Pengadilan Negeri,
Namun, Ketua Pengadilan Negeri dibatasi  wekiunya unfuk
memberikan putusan apakah akan memberikan perintah eksekusi atan
menolak memberikan perintah cksekusi. Dikatakan dalam Pasal 62
Ayat (1) Undeng-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa bahwa perintah sebagaimana dalam pasal 61 diberikan dalam
wakiu paling lama 30 (figa puluh) hari setelah permohonan eksekus:
didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.?

Atas permohonan para pihak tersebut, Ketua Pengadilan Negeri
akan melakukan pemeriksaan. Femeriksaan dilakukan untuk menilal
apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 3
Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penvelesaian Sengketa, serta

tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban vmum.”™ Dalam

® Indonesia, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, U
No., 39 tahun 1999, LN Ne. 138 tabun 1990, TLN No. 3872, Pasal 61.

" Indonesia, Undang-Undong Arbirase dan dlternatif Penyelesaion Sengketa, UU
Mo, 35 tahon 1995, LN No. 138 iahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 62 Ayat (1)

* Indonesia, Undang-Undang Arbitrase dan Alrernetif Penyelesain Sengheto, UU
Mo 3% tahun 1599, LN Neo. 138 tahon 1999, TLN No. 3872, Pasal 82 Ayat (2),
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melakukan pemeriksaan, alasan dan pertimbangan-pertimbangan
putusan tidak akan diperiksa.”¢

Berdasarkan uraian diatas, tampaknya penolakan pembataian
pelaksanaan putusan arbitrase bukan merupakan piliban upaya hukum
yang dapat dilakukan para pihak.
Penolakan pelaksanaan putusan arbitrase tidak dilakukan berdasarkan
adanya permohonan penolakan oleh para pihak vang dikalahkan dalam
putusan arbitrase. Penolakan pelaksanaan putusan arbitrase yang
diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri mumni  berdasarkan
pertimbangan ada tidaknya pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 5
Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penvelesaian Sengketa,

kesusilaan dan ketertiban umunm.

2.3.4.2. Penolakan Putusan Arbitrase Internasional

Putusan Arbitrase Internasional?” dapat ditolak pelaksanaannya
berdasarkan permohonan para pihak.

Penolakan pelaksanaan putusan  arbitrase  internasional
herakibat tidak dapatnya putusan arbitrase internasional dilaksanakan
di yurisdiksi negara yang menolaknya. Putusan Arbitrase Internasional
fidak menjadi batal, ia tetap ada, sehingga apabila ternyata di MNegam
lain teradapat asset dan pihak yang dikalahkan, pihak yang
dimenangkan masih dapat meminta eksekusi di pengadilan tersebut 78

Penolakan putusan arbitrase  internasional diatur  dalam

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral

* indonesia, Undang-Undang Arbitrase dan Altereatif Penvelesaion Sengketa, UU

o, 39 tahon 1999, LN No, 13§ thon 1995, TLN No. 3872, Pasal 62 Ayat (43,

7 tihat: Indonesis, Undang-Undang Arbitrase dan Alternotif Penyelesoion

Sengheta, UU No. 39 wbun 1999, LN No. 138 whan 1999, TLN Mo, 3872, Passl | Angke 9.
Putusan Arbittase Internasional adatah putusan yang diiatuhkan oleb suatu lambaga arbilrase
atau arbiter perorangan di loar wilayah hukum Republik Indonesia, atay pulusan suats
lembaga srbitrase atau arbiter perorangan yang tenurut keterduan hukum Repuhlik Indonesia
dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

Hikmahamto Juwana, Pembaotalan Putusan  Arbitrase  Imternasionol  olek

Pengaditan Nasional, Op cit., him, 68.
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Award atau terkenal dengan istilash Konvensi New York 1958 yang
disabkan melalui Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1981 .79

Pasal V Ayat (1) Konvensi New York 1938 menyatakan
bahwa,

“Recognition and enforcement of the awar may be refused, ut
the request of the party against whom it is invoke, only if that
parly furnishes fo the competence guthority where the
recogrition and enforcement is sought, proof that. 80

Dengan demikian maka, pihak termohon eksekusi dimungkinkan untuk
mengaivkan permohonan penolakan eksekusi, dengan dilengkapi
bukti-bukfl tentang adanya pelanggaran terhadap salah satu alasan
vang diteptukan dalam Pasal V Ayat (1) Konvenst New York 1938,

2.3.5. Pembatalan Putusan Arbiirase

Pembatalan putusan arbitrase berakibat dinafikkannya {seolah
tidak pernah dibuat) suatu putusan arbitrase. Terhadap putusan
arbitrase yapg dibatalkan, pengadilan dapat meminia agar para pihak
mengulang proses arbitrase, Hanys saja putusan arbitrase tidak
membawa konsckuensi pada pengadilan yang membatalkan untuk
memiliki wewenang memeriksa dan memutus sengketa, Apabila hal ini
dilakukan maka alkan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak
vang dimiliki oleh para pibak dalam penyelesaian sengketa mereka.
Babkan pengadilan dapat disnggap sebagai fidak menghormati asas
kebebasan berkontrak 8!

Sebelum berlakunys Undanpg-Undang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa, Rv telah memberikan pengaturan mengenai
vembatalan putusan arbitrase,

P Indonesia, Keppres Pengokuan dun Pelaksanaan Putusan Arbitraze Asing,
Keppres No. 34 tahun 1981, LN No, 40 tzhun 1981,

% Indonesia, Keppres Pengakuon dan Peloksanaan Putusun Arblirase Asing,
Keppres No. 34 tzhun 1981, LN Ne. 40 tahun 1981, Pasal ¥ Ayat (1}

M Hikmahanto Juwane, Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilag
Nasionai, Qo Cir, him, 68,
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2.1.5.1. Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Rv.,

Sebelum berlakunya Undang-Undang Arbitrase dan Allernatif
Penyelesaian Sengketa,?? pembatalan putusan arbitrase telah diatur
dalam Rv.

Pasal 643 Ry telah merinci secara limitatif alasan-slasan yang
dapat dijadikan dasar mengaiukan permohonan pembatalan putusan
arbitrase. Kelpar dari alasan terscbut, permohonan pembatalas
dianggap tidak mempunyai dasar hukam 82

Alasan-slasan dalam Pasal 643 Rv yang dapat dijadikan dasar
pembatalan putusan arbitrase adalah sebagai benikut:

1. Apabila putusan melampaui batas-batas persetujuan.
2. Pulusan berdasarn
i persetujuan yang batal, atau
it felah lewat waktanya.
3. Apabila putusan diambil oleh:
i~ anggota arbiter yang tidak berwenang, atau
ii. tidak dihadiri anggota arbiter yang lam. Misalnya putosan
diambil vleh arbiter minoritas.
4, Apabila putusan;
i, telah mengabulkan atay memutus hal-hal yang fidak dituniut,
atan
il telah mengabulkarn lebih daripada apa yang dituntut atau “oltra
petitum partiom” atau “ultra viros”
5. Apabila putusan mengandung:
i. Saling pertentangan anfara pertimbangan yang safu dengan
yvang lain, alau
ii. Saling petentangan antara perfimbangan dengan dictum
putusan

¥ Indonesin, Undang-Undang Arbitrase dan diternatif Penyelesaian Sengketa, UY
No. 39 tahun 1999, LN No, 138 iahun 1999, TLN No. 3872,
% M. Yahya Harahap, Arbitrase, Op Cit., bim, 277,
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6. Apabila mahkamzh melalaikan untuk memutus tentang suatu atan
beberapa baglan dari persetujuan, padshal itu telah diajukan untuk
diputus

7. Apabila mahkamah melangpar {ata cara beracara menurut bukum
yang diancam dengan batalnya putusan. Pelanggaran demikian
termasuk tata cara yang diatur dalam hukum acara.

8. Apabila putusan didasarkan atas:

i.  surat-surat yang paisu, dan
ii.  kepalsuan itu diakui atau dinyataken paiso sesudah pufusan
dijatuhkan.

9. Apabila setelah putusan dijatuhkan:

f.  ditesmukan surat-siuat yang menentukan, dan
il.  selama proses pemeriksaan disembunyikan para pihak.
10. Apabila putusan didasarkan atas:
i.  kekuranpan, atau
ji.  itikad buruk, dan
hal itu baru diketahui setelah putusan dijatubkan.

2.3 82, Pembatalan Putugan Dalam Arhitzase ICSID

Para pihak dalam arbitrase ICSID diberikan hak untuk
mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Dikatakan
dalam Pasal 52 Konvensi 1CSID bahwa “Either party may request
armudment of the award by an application in writing addressed (o the
Secretary-General "# Sama dengan upaya hukum terhadap putusan
arbitrase dalam bentok lainnya yang digkui Konvenst ICSID seperti
misalnya interprefasi mauvpun koreksi atau revisi, maka permchonan

pembatalan putusan arbitrase diajukan datam bentuk tertulis, 85

¥ Convention on the Settfement of Investment Dispuses between States and Nationals
of Other States, Pasal 52 Avat (1),

Convention on the Settlement of Investrent Disputes between Stutes ond Nationals
of Other Staies, Pasal 52 Ayat (1).
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Berbeda dengan permolionan pembatalan putusan arbitrase yang
diatur dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa vang diajukan  kepada lembaga pengadilan  untuk
memutusnya, maka menurot  Konvensi  ICSID, permohonan
pembatalan putusan arbitmse difujukan kepada sckretariat jenderal
ICSID, jadi dituivkan kepada lembaga arbitrase ICSID sendiri 86

Batas waktu pengajuan permochonan pembaialan  putusan
arbitrase dibatasi paling lama 120 (seratus dua pulub hari) terhitung
sejak putusan diserahkan kepada para pihek. Mamun, terdapat
pengecualian bagi permohonan pembatalan yang menggunakan alasan
corruption, maka batas waktunya 120 (seratus dua puluh) har setelah
diketahuinya corruprion, dan corruption ini diketahui dalam batas
waktu 3 (tiga) taha\a sejaisi putusan diserabkan kepada para pihak 87

Alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase diatur
secara limitatif dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1), yaknis

{aithat the Tribunal was not properly constituted;

{Bithat the Tribunal has manifastly exceeded its powers:

{c)that there was corrupiion on the part of a member of Hwe
Tribunal;

(d)that there has been a serious departure from a fimdameriaf
rule of procedure; or

(e)that the award hos fixiled to State the reasons on which it is
based.

Alasan pertama, Pembentukan majelis arbiirase tidak tepat.
Terdapat kemungkinan pembeniukan majelis arbitrase yang memutus
sengketa, tidak dilakukan meourui fata cara sebagaimana diatur dalam
Konvenst ICSi).  Pembeptukannys mengandung pelanggaran
ketentuan vyang dibenarkan., Oleh karena pembentukan majelis

arbitrase sendiri tidak menurut ketentuan, dengan sendirinya putusan

88 Convention on the Setilement of Investment Dispuies betwean Stotes and Nationals
of Other States, Pasal 32 Ayat {1).

Y Convention on the Seifement of tnvestment Disputes between States and Nationals
of Dther States, Pasal 52 Ayat (2).
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yang diambil tidak sah. Dengan demikian, layak untuk membatalkan
pulusan atas permintaan salah satu pihak .83

Sebagal contoh, penunjukan arbiter yang duduk di dalam
majelis  arbitrase yang memuius sengketa bertentangan dengan
ketentuan Pasal 37 sempai dengan Pasal 40 Konvensi ICSID.

Alasan kedua, majelis arbitrase melampaui batas kewenangan.
Suatu putusan yang dapat dianggap mengandung cacat melampaui
batas kewenangan yakni apabila telah diputus atau dikabulkan sesuatu
hal yang sama sekali tidak dituntut dalam cfginm oleh pihak claimant
maupun dalam atav counter-claim oleh pihak respendent, atau apabila
putusan telah mengabulken melibihi dari apa yang dituntut dalam
claint atau counter-claim (wifra petitum partium).Apabila putusan
arbitrase roengandung cacat seperti ini, maks para pihak dapat
mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase.5?

Alasan ketiga, salah scoranpg anggota arbiter melakukan
corryption. Pengertian cormmuption, bisa jadi suap, kecurangan, maupun
itikad tidak baik. Apabila ferjadi tindakan semacam ini oleh arbiter,
maka para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan
arbitrase, 90

Alasan keempat, terjadi penyimpangan seriuvs terhadap tata cara
pemeriksaan, Yang dimaksud disini, apabila proses pemeriksaan
melanggar tata tertib beracara yang ditentukan hukum. Aturan tata
tertib beracara yang dilanggar, mengandung ancaman batal, Barulah
penyimpangan tata teriib demikian seriug dan fundamental. Kalau tata
tertib yang dilangpar ridak mengandung ancaman batal atau bersifat
unperatiil atau yang dilanggar tidak berbobot memperkosa hak dan
kepentingan salah satu pihak, tidak dapat dikategorikan sebagal
penyimpangan yang serius dan fundamental.??

** M. Yahya Harahap, Arbitrase, Op Cit., him. 289.
¥ ¥ ahya Hacahap, Arbitrose, Fbid,, him. 290,
0 yahys Harahap, Arbitrose, Ibid., him. 290.
M Yahya Havahap, Arbitrase, tbid., him. 291,
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Alasan kelima, tidak cukup dasar perdimbangen pulusan.
Pengertiannya, majelis arbitrase gagal atau lidak mampu menguraikan
dan menjelaskan dasar-dasar pertimbangan hukum dalam putesan.
dasar pertimbangan putusan tidak ada atau tidak cukup. Putusan hanya
berisi kesimpulan yang tidak jelas dasar alasanoya, dari mana
kesimpulan itu ditarik. Putusan majelis arbitrase demikian dalam
praktek pengadilan pada umumnya disebut onvoldoende gemotived.
Hal i?ﬁi dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan arbitrase.”?

Yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan
permohonan pembatalan putusan arbitrase adalab ¢d hoc committee
yang dibentuk oleh the chairman?3 Berdusarkan Konvensi ICSID,
dalam proses pemertksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase,
ad hoc comifte dapai menunda pelaksanaan eksekusi apabila tidak
diminta dalam permohonan, namun scbaliknya apabila dalam
permchopan pembaialan putusan arbifrase duninta juga pepundasn
eksekusi, moka ad hoc comiite akan memerintahkan penundaan
cksekust untuk sementara.?4

Ad hoc commitice memiliki wewenang untuk membatalkan
keselurvhan atau sebagian Putusan Arbitrase”s Apabila ad hoc
committee mengabulken permohonan pembatalan putusan arbitrase,
maka sengketa senmdda dapat diajukan kemball untuk diperiksa ulang ?*
Selanjuinya, sebagai permohonan arbitrase bhacu, ICSID  akan
membentuk majelis arbitrase baru sesual dengan vang ditentuken

dalam Pasal 37 sampai dengua Pasal 40 Konvenst ICSID.%

% Yaitya Harahap, Arbitrase, Ibid., him. 292.
® Convention on the Setilement of Investment D:spmes benween States and Nationals

of Cther Srares, Pasal 52 Ayat (3).

# Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals

of Other &ales Pasal 52 Ayat {5).

¥ Convention on the Setilement of Investment Dispuies between States and Nationals

of Other States, Pasal 52 Ayat (3).

Convention on the Settiement of Investment Disputes betwaen Staies and Nationals

of Chther Stetes, Fasal 32 Avat (6).

Conveniion on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationhals

af Other Stanes, Pasal 52 Ayat (6).
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2.4, Upaya .}iukum Fasca Putusan Arbitrase di Negara Lain
24.1. Singapura

Terdapat dua rezim hulaum terpisah yang mengaftur tentang arbitrase di
Singapura, Apabila situs  (tempat’kedudukan) arbitrase di  Singapura,
Arbitration Ac®® atau Imternational Arbitration Act¥? aken mengatur tentang
proses arbitrase. Arbifrase domestik diatur dengan Arbipation Aci yang
berlakn mulal tanggal | Maret 2002 dan mencsbut secara kesclurvhan
Arbitration Act yang sebelumnya.'® Lrbiiration Act berlaku uniuk setiap
arbitrase yang memwmilih tempat arbitrase di Singapura dan apabila Bagian 11
International Arbitration Act tidak berlaku. Arbifration Act dlundangkan
untuk  menyelaraskan peraturan-peraturan  yang berlakn  bagi  arbitrese
domestik dengan UNCITRAL Model Law tentang Arbitrase Komersial
Internasional (selanjutnya disebut “Model Law™). Untuk perjanjian-perjanjian
arbitrase internasional, undang-undang vang berlaku adalah International
Arbitration def, yang berlaku untuk arbitrase internasional wiaupun arbitrase
domestik apabila para pihak memperjaniikan secara tertulis behwa Begian 1l
Internagional Arbitration Act dan Model Lew gkan berlaku.'9' Berdasarkan
Internationni Arbitration Act, suatu arbitrase adalah arbitrase internasional
apabila: 102

Berdasarkan Arbifration Act, salah satu pihak berdasarkan kesepakatan
para pihak atau denpan adanya izin dari pengadilan dapat mengajukan banding
atas suatu putusan dengan alasan adanya permasalaban hukum yang timbut

% Singapura, Arbitration Act, Undang-Undang No.37 Tahun 2001, Chepter 10, Ed.
Revist Takun 2002 .

® Singapura, International Arbitration Act, Undang-Undang No, 23 Tshun 1994,
Chapler 143A.

W gobelumnya arbitrase domestik diatur dalsm Arbitration Act Chapter 10 dan
kemudian dipantian dengan Rev. Ed. Tehun 2002

¥ Singapura, International Arbitrstion Act, Undang-Undang No. 23 Tahun 1994,
Chapter M3A, Pasal 5 (1}

¥ Singapurs, Infernational Arbitration Act, Undang-Undang No. 23 Tabun 1994,
Chapter 143A, Passt 5823,
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dari putusan.'3  drbitration Act juga mengizinkan para pihak untuk
mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memutuskan  setiap
permasalahan hukum yang {imbu! dari proses arbitrase yang secara substansial
mempengaruhi hak-hak para pihak, 104

Putusan arbitrase vang telah dikeluarkan menjadi sah dan mengikat
para pihak'%% dan tidak memerlukan pendafiaran lebik lanjut atau
mendapatkan periutah pelaksanaan {fiat) agar putusan tersebut menjadi efektif,
Akan tetapi, hukum membenkan berbagai vpaya hukum kepada suatu pihak
untuk menentang putusan grbitrase, Lebih lanjut, apabila salah saty pthak lalai
untuk secara suka rela menaati ketontuan-ketentuan putusan arbitrase, maka
putusan tersebut dapat dilaksanakan melalui pengadilan di Singapura.

2.4.1.1. Perbaikan, Penafsiran dan Penambahan Putugan Arbitrase

Di dalam arbitrase domestik, arbiter diperbolehkan untuk
melakukan perbaikan atas suatu  putusan  karena “kesalahan
perhitungan, kesalahan kierikal atau kesalahan ketik atau kesalshan
lainnya yang sifatnya sama”.'98 Perbaikan dapat dilakukan atas
inisiatif majelis itu sendiri atau atas permintaan salah satu pibalk dalam
arbitrase tersebut dalam jangka wakta 30 (tiga pulub) hari sejak
diterimanya putusan.'% Selanjutnya, jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
dapat diperpanjang oleh majelis arbiter bila perln. 105

Para pihak dapat pula meminta majelis untuk menafSirkan
suatu hal afau bagian tertentu dari suatu putugan.'™® Perbaikan atau
penafsiran haros dilakukan oleh majelis dalam jangka waktu 30 {tiga

1% Singapura, Arbitration Act, Undang-Undang Na.37 Tahun 2001, Chapter 10, Bd.
Revisi Tahun 2602, Ps. 49,

% Stngapura, Arbitration Act, Undang-Undang No.37 Tahun 200}, Chapter 10, Ed.
Revigl Tahumn 2002, Ps. 45,

%5 Singapura, Arbiteation Act, Undang-Undang No.37 Tahun 2001, Chapter 10, £d,
Revist Tahun 2002, Pasal 44 (1), )

% Singapura, Arhitration Ast, Undang-Undang No.37 Tehun 2001, Chapter 18, Ed,
Reavisi Tahun 20032, Pasal 43 {1}

% Singapura, Arbiration Acy, Undang-Undang No.37 Tahun 2001, Chapter 16, Bd.
Revisi Tahun 2002, Pasal 43 (1).

1% Singapura, Arbitration Act, Undamg-Undang No,37 Tahun 2001, Chapter 10, B¢,
Revisi Tahun 2002, Pasal 43 (&),

'® Singapura, Arbitration Act, Undang-Undang No,37 Tahun 2001, Chapter 10, Ed.
Revisi Tahon 2002, Pasal 43 (2).
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pulul} hari sejak diterimanya permintaan terscbut dan penafsiran
tersebut akan merupakan bagian dar putusan.

Apabila swatu tunlulan yang dibuat di dalam proses
persidangan arbitrase telah dihapus dari putusan arbitrase dan dalam
hal tidai:: adanya perjanjian yang menyatakan scbaliknya, salah satu
pthak dapat, dengan memberikan pemberitahuan kepada majelis,
meminia majelis untuk memberikan putusan tambahan fentang
funtutan yang diajukan namun telzh dihapus ity dalam jangka waktu 30
{tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan (dengan pemberitahuan
kepada pihak lainnya). !0 Putusan tambahan harus dibuat dalam jangka
waktu 60 {enam puluh) hari 17

2.4.1.2. Banding Atas Putusan Arbitrase

Para pihak diperbolehkan melakukan upaya banding atas
putugan arbitase kepade meijlis arbiter banding apabila para pihak
menveryjuinya. Upaya banding ke pengadilan terhadap putusen
arbitrase mengenai pokok gugatan {(fhe merifs) diperbolehkan banva
untuk arbitrase domestik yang dilaksanakan berdasarkan Arbitration
Azt 112 Hak untok banding dapat ditiadaken berdasarkan perjanjian.)i?
Banding dapat digjukan hanys apabila para pihak setuju atan
berdasarkan izin dadi Pengadilan Tingei (High Cowrf) dan harus
dilakukan dalam jangka waktu 28 (duz puluh delapan) hari sejek
putusan arbitrase dikeluarkan, !4

0 Singapura, Arbiteation Act, Undang-Undang No.37 Tatn 2001, Chapter 10, Ed.

Revisi Tahun 2002, Pasal 43 ().

¥ Singapurs, Arbitmation Act, Undang-Undang No 37 Tabun 2001, Chapter 190, Ed,

Ravisi Tahun 2602, Pasal 43 (3).

U2 Singapurs, Arbitration Act, Undang-lindang No.37 Tahun 2001, Chapter 10, Bd.

Revisi Tahun 2002, Pasal 4%,

' Singapura, Arbitration Agt, Undang-Undang Ne,37 Tahun 2001, Chapter 10, Ed.

Revisi Tahun 2002, Pasal 49 (2).

1 Singapurs, Arbitration Act, Undang-Undang No.37 Tahun 2001, Chapter 10, Ed.

Revisi Tahon 2002, Pasal 50 3L
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Sebetum memberikan izin banding, pengadilan harus merasa
yakin bahwa:115
4. penentuan permasalahan akan secara substansial mempengaruhi
hak satu: atau lebih para pihak;
b. permasalghan tersebut merupakan hal yang atas mana majelis
arbiter diminta untuk menentukan;
¢. berdasarkan temuan-temuan fakta dalam putvsan arbitrase:
i, putusan maieliz arbiter atas permasalahan tersebut jelas-jelas
salaly; atan
ii. permasalahan tersebut merupakan salah satu isu kepentingan
umum publik dan putusan majelis arbiter tersebut setidaknya
dapat mengundang keraguan yang serius; dan
d. sekaslipun telah ada kesepakatan pars pihak untuk menyelesaikan
permasalaban mereka melalei arbitrase, pamun merupakan hal
yang adil dan layak dalam segala keadaan bagi pengadilan antuk
memutuskan permasalahan tersebut.
Selain itu, sebelum banding dapat diajukan, pihak yang mengajukan
harus pertama-tama telah melalui seluruh proses banding arbitrase atau
proses peninjauan kembali arbitrase seria setiap upaya yang tersedia
berdasarkan Pasal 43 Arbitration Act.}1é

2.4.1.3. Pembatalan Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase yang diputuskan berdasarkan Arbitration Act
dapat disampingkan/dibatatkan (ser aside) oleh Pengadilan Tinggi,
yakni apabila:17?
Pihak yang mengajukan permohonan pembataian kepada Pengadilan
Tinggi memberikan bukii-bukti yang meyakinkan bahwa:

H3 Singapurs, Arbitration Act, Undang-Undang Ne.37 Tabun 2001, Chapter 10, Ed.

Revisi Tahun 2002, Passt 49 (5).

6 Uipaya hukum tersebut adalah perbaikan atau penafsiran potusan dan putusan

tambahan. Singapura, Arbitration Act, Undang-Undang No.37 Tahun 2001, Chapter 10, Ed.
Revisi Tahua 2002, Pasal 36 {2} a.

“?Singapum, Arbitration Act, Undang-Undang No.37 Tahun 2001, Chapter 10, Ed.

Revisi Tahun 2002, Pasal 48 (1),
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Salah satu pihak dalam perjanjian arbitrase ternyata tidak mempunyai

kapasitas tertentu;

(i} perjaniian arbitrase tidak sah berdasarkan hukum yang dipilih oleh
para pihak atau apabila tidak ada pilihan tersebut, berdasarkan
hukum Singapura;

G pihak  yang  mengajukan  permohonan  tidak  diberikan
pemberitahuan yang layak tentang penunjukan arbiter atau prosesg
beracara arbitrase atau karena hal lainnya, tidak dapat mengajukan
perkaranya;

i) putusan menyangkut perselisihan vapg tidak dimaksudkan aten
tidak masuk dalam kategori penpajuan ke arbifrase atau
mengandung putusan atas masalah-masalah yeng bemada di louar
ruang Yingkup pengajuan ke arbitrase, kecoaly apabila putusan atas
masalah-masalah yang diajuken ke arbitrage dapat dipisahkan dari
masalah-masalal yang tidsk digjukan ke arbitrase, maka hanya
bagian putusan yang mengandung putusan atas masalah-masalah
yang tidak diajukan ke arbitrase yang dapat dibatalkan;

(iv) komposisi majelis arbiter atau prosedur arbifrase tidak sesuai
dengan perjanjian para pihak, kecvali apabila perjanjian terschuot
bertentangan dengan ketentuan Arbitration Act yang para pihak
tidak dapat mengabaikannya atan, dalam ha! tidak adanya
perjanjian tersebut, bertentangan dengan ketentuan Arbitration doi;

(+) pembuatan/penyusunan  putusan  arbitrase  tersebut  telah
dipengarehi oleh penipuan atau korupsi;

{viy suatu pelanggaran ‘the rules of natwral justice telah terjadi
schubungan dengan penyusunan putusan arbitrase terssbut, yang
mengakibatkan hak-hak salah satu pihak telah diabaikan; atau

(2) apabila Pengadilan Tinggi menemukan bahwa: :

{ permasalahan dari peorselisthan tersebut tidak dapat diselesaikan
melalui arbitrase berdasadkan Arbitration Act; atan

{iiy putusan arbitrase tersebut bertentangan dewgan kepentingan umum
(public policy).
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Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase kepada Pengadilan Tinggt
hanya dapat dimohonkan selambat-lambatnya dalam wakiu 3 (tige)
bulan sejak tanggal ditcrimanya putusan arbitrase oleh pihak pemohon

pembatalan pulusan arbitrase. 118

24.2. China

China mulai membuka perbatasan negaranya dalam rangka
perdagangan internasional pada era 1950an dan kemudian disusul pada
level dunia pada era 1978-79. Setelah lebih dari satu dekade melakukan
cksperimen terhadap arbitrase, Kongres Rakyat Nasional China
menetapkan drbitration Law of the People’s Republic of Ching'™
(selanjutnya disebut “Arbitrarion Law"), yang berlaku efkiif sejak 1
September 1995. drbitration Law memberikan keseragaman diantara
badan arbitrase, menyediakan aturan prodesural, membuat standart tinggi
bagi personel arbitrase, dan memberikan penegasan terhadap sifat final
putusan arbitrase, Arbifration Law juga menckankan hubungan antara
badan arbitrase dengan pengadilan dan mencntukan sengketa-sengkets
apa saja vang dapat diselesatkan melalui arbitraze. 120

Arbitration Law disusun dengan maksud untuk memastikan
penyelesaian sengketa ekonomi melahu arbifrase dilakukan secars adil dan
waktu yang terukur, memberikan perlindungan bagi hak-hak yang sah
menurut hukum dan kepentingan pihak-pihak terkait dan dalam rangka
mendorong perkembangan ekonomi pasar sosialis yang sehat, 12!

Berdasarkan Arbitration Law, sengketa yang dapat diselesaikan
melalui arbitrase adaiah senghketa kontraktual antara warga negara dalam

status yang sama, badan hukum dan organisasi ckonomi lainnya, dan

"8 Singapura, Arhitration Act, Undang-Undang No.37 Tahun 2001, Chapter 16, Ed.

Revisi Tahun 2002, Pasal 48 (1),

7 Renublik Rakyat China, Arbitration Law, Dekeit Presiden No. 31, Oktober 1994
0 Elen Relnstein, “Finding A Happy Ending Por Foreign Investor: The

Enforcement Arbitration Awards Inn The People's Republic Of Chim,” /ndiona International
and Cam‘lvamrive Law Review, 2005, him. 42.

# Republik Rakyat China, Arbiteation Law, Dekrit Presiden No. 31, Oktober 1994,

Pasal 1.
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sengketa yang muncul dari kepemiliken atas benda %2 Sebaliknya,

sengketa yang muncul dari hubungan perkawinan, adopsi, perwalian,

pendidikan anak berikut warisan, dan sengketa yang felah ditentukan oleh

hukum untuk diselesaikan melalui badan-badan administrative tidak dapat

diselesaikan melalut arbitrage, 123

Berdaserkan Arbitration Law, pada prinsipnya putusan arbitrase

memiliki kekuatan hukum sejak diputus.124

Pasal 2,

Fasal 3,

2.4.2.1. Perbaikan dan Penambahan Putugan Arbitrase

Ketentuan Pasal 56 Arbitration Law memungkinkan majelis
arbitrase, berdasarkan permichonan para pithak yang diterimanya untuk
memperbaiki kesalahan penulisan aten vang bersifat administrative,
kesalahan perhitungan mavpun melakukan penambahan putusan akibat
telah dizbaikannya tuntutan dalam putusan arbitrase.
Permohonan koreksi putusan arbitrase wajib dilakukan pars pihak
dalam tenggang wakin3( {tiga puluh) terhitong sejak putusan arbitrase
diterima oleh para pihak. 125

2.4.2.2. Pembatalan Putusan Arbitrase

Apabila dapat difunjukkan bukti-buk{i mengenal salah sat
dari hal-hal berikut, para pihak dapat mengajukan permohonan
pembatalan putusan arbitrase pads infermediate peopie’s court pada
ternpat dimana komisi arbitrase berada; 126
1. Tidak terdapsat perjanjian arbitrase
2. Putusan arbitrase diluvar lingkup pedanjian arbifrase atau batas

kewenangan komisi arbitrase,

¥ Republik Rakyat China, drbitration Lave, Dekrit Presiden No. 31, Oktober 1994,

"= Republik Rekyat China, drbitration Law, Dekrit Presiden No. 31, Oktober 1994,

124 Republik Rakyet Ching, drbitravion Law, Dekrit Presiden No, 3§, Oktober 1992,

Pacal §7.

2% penublik Rakyat Chins, Arbitration Law, Dekrit Presiden No, 31, Oktober 1994,

Pasai 58.

% geoublik Rakyat China, Arbitration Law, Dekrit Presiden No. 31, Oktober 1994,

Pasal 58,

Universitas Indonesia
Upaya Hukum..., Akhmad Henry Setyawan, FH Ul, 2009



Pasal 59

46

3. Komposisi panel arbitrase atau pemeriksaan arbitrase melanggar
hukum acara.

4. Bukti-bukt sebagai dasar putusan adalal; palsu

5. Hal-hal yang berpengaruh  terhadap keadilan  putusan
disermnbunyikan pihak lawan

6. Arbiter menerima suap, melskukan tipy  muslibat  untuk
kepentingan pribadi, atau dalam putusannya telah melanggar
hukurm,

Pengadilan  harus membentuk majelis untuk memeriksa
permohonan. Apabila hal-hal tersebut diketemukan, putusan arbitrase
harus dibatalkan pengadilan,

Selain itu, apabila pengadilan menemukan bahwa putusan
arbitrase bertentangan dengan kepeantingan publik, putusan arbitrase
harus dibatalkan oleh pengadilan.

Permchonan dari para pilek untok membatalkan putusan
arbifrase harus diserahkan dalam wakiu ¢ {¢nam) bulan seiak tanggel
penerimaan putusan arbitrase. 127

Pengadilan harus memberikan putusan atas permchonan
pembatalan putusan ardifrase dalam wakie 2 (dua) bulan setelah

permohonan pembatalan putusan arbitrase diterimg, 128

"Y"Republik Rakyat China, Arbitration Law, Dekeit Presiden No, 31, Oktobier 1994,

ZRepublik Rakyat China, Arbitration Law, Deksit Presiden No, 31, Oktober 1994,

Pasal 65,
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BAB3
PENGATURAN UPAYA HUKUM PASCA PUTUSAN ARBITRASE
DALAM UNDANG-UNDANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA

Sebagaimana telah diuwraiken dalam bab terdahulu, Putusan Arbitrase
bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
Terhadap Puiusan Arbitrase fertutup upaya hukum banding, kasasi maupun
peninjavan kembali. Putusan Arbitragse disamakan dengan putusan pengadilan
yang memiliki kekuatan hokum ietap.

129

Namun demikian, peraturan perundang-undangan membuka peluang bagi
para piliek untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan arbitrase, diantaranya
koreksi terhadap kekeliruan administrasi,’3¢ menambah atau mengurangi putusan
arbitrase, ¥ penolakan putusan arbitvase internasional, 32 dan pembatalan putusan
arbitvase.

Beritut akan dipaparkan bagsimana peratorsn perundeng-undangen di
Indonesia memberikan pengaturan atas bentuk-bentuk upaya hukum terhadap
Putugan Arbitrase tersebut diatas,

3.1.Ketentuzn Koreksi Terhadap Kekeliraan Administratif

Pengaturan koreksi terhadap kekelirnan admdnistratif dalam Putusan
Arbitrase diatur secara singkat dalam Pasal 58 Undang-Undang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ketentuan diatas memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan
koreksi terhadap kekeliruan adminsiteatif adalah koreksi terhadap hal-hal
seperti kesalahan pengetikan ataupun kekeliruan dalam penulisan nama,

" yudonesia, Unidang-Uridang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No.
39 tahun 1998, LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal £0.

W Lihat : Indenesia, ndang-Undang Arbitrase dan Ahternatif Penyelesaion Sengkera,
LI Mo, 39 tzhun 1988 LN No, 138 t2han 1998, TLN No, 3872, Pasal 58.

Y} InJonesia, Undang-Undang Arbitrase dan Ahternatif Penyelesaian Sengketa, W No.
39 tahan 1999 LN No, 138 tzhun 1999, TLN No, 3872, Pasal 58,

B2 Litat: Conveniion on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award,
Pasal V Ayat (1),
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alarmat para pihak atau arbiter dan lain-lain, yang tidak mengubah substansi
putusan arbitrase. 132

Jadi, tidak banya kesalahan pengetikan ataupun kekeliruan dalam
penulisan nama, alamat para pihak atau arbiter saja yang dapat dimintakan
koreksi. Kata “lain-lain” menunjukkan kesalahan-kesalahan iain vang dapat
dilakukan koreksi sepanjang tidak mengnbah substansi putusan arbitrase dapat
dimintakan koreksi oleh para pihak,

Ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa bahwa Permohonan koreksi wajib disjukan kepada
arbiter stau majelis arbitrase paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan
arbitrase diterima oleh para pihak. Pengajuan permohonan yvang melewati
batas waktu tersebut dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil, schingga
dinyatakan tidak dapat diterima.

Tidak terdapat pensgasan mengenai apakah permohonan wajib
berbentuk tertulis atau lisan sebagaimana pencgasan wajibnya perjaniian
arbifrase dibuat secara fertulis. Menurut penulis, dengan berpedoman pada
pengaturan revision of the award pada ketentoan Pasal 51 Ayat (1) Konvensi
ICSID yang mewajibkan permohonan dilakukan secara tertulis, seharusoya
permohenan dibuat secara tertulis. Terlebih lagi sudah semestinya apabila
pihak yang berkepentingan atas putusan arbitrase atau salah saty pibak yang
dirugikan akibat  kekeliroan-kekeliruan sebagaimana disebut diatas
menunjukkan dan memberikan penjelasan lebih lanjut kepada snajelis arbitrase
agar dapat dilakukan koreksi.

Bagaimanakah kekuatan bhukum koreksi putusan arbitrase? Undang-
Undang Arbitrase dan Altematif Penyelesalan Sengketa tidak memberikan
jawaban yang tegas. Menurut penulis, koreksi putusan arbitrase bersifat
mengantikan puotusan arbiirase yang dikoreksi, dengan demikian maka
terhadap hasil putusan arbitrase yang telah dilakukan koreksi, berlaku pula
sifat final dan binding putusan arbitrase sebagaimana ditegaskan dalam Pasal

60 Undang-Undang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa.

¥ Indonesia, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Senghete, UU No.
39 tahun 1999, LM No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, Pasat 58,
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3.2 Ketentuan Penambahan Atau Pengurangan Tuntutan

Pengaturan wupaya hukum terhadap pulusan arbitrase berupa
permohonan penambahan atau pengurangan tuniutan diatur secara singkat
dalam pasal vang sama yang mengatur teptang permohonan koreksi terhadap
kekeliruan administratif pada Pasal 58 Updang-Undang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa,

Hanya tiga keadaan yang dinyataken secara “limitatif” dalam
penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, yang memungkinkan para pihak dapat mengajukan upaya hukum
penambahan atau pengurangan tuntutan, Yakni apabila putusan arbitrase: 134

a. telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan, atau
b, tidak memuat satu atay lebih hal vang diminia untuk diputus; ateu
o, mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya.

Ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Arbitrase dapn Alternatif
Penyelesaian Sengketz bahwa permohonan penambahan atau pengurangan
tuntutan wajib diajukan kepada arbiter atau majelis arbitrase paling lama 14
{empat belas) hari setelah putusan arbitrase diterima oleh para pihak.
Pengajuan permohonan yang melewati batas waktu tersebut dapat dinyatakan
tidak memenuhi syarat formil, sehinggs dinyatakan tidak dapat diterima.

Tidak ferdapst penegasan mengenal apakah permohonan wajib
barbentuk fertulis atau lisan sebagaimana penegasan wajibnya perjanjian
arbitrase dibuat secars terfulis. Menurnt penulis, dengan berpedoman pada
pengaturan gdditional award pada ketentvan Pasal 37 Ayat {1} UNCITRAL
Arbitration Rules yang mewajibkan permohonan dilakukan secara tertulis,
scharusnya permohonan dibuat secara tertulis, Terlebih lagi sudah semestinya
apabila pihak yang berkepentingan atas putusan arbitrase atau salah satu pihak
vang dirugikan akibat kekeliruan-kekeliruan sebagaimana disebut diatas

menunjukkan dan memberikan penjelasan lebih lanjut kepada majelis arbitrase

agar dapat dilakukan koreksi.

™ Indonesia, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No.

39 wehon 1999, LN No. 138 mhun 1999, TLN No, 3872, Pasal 58,
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Bagzimanakah kekuatan hukum penambahan atau pengurangan tuntutan?
Undang-Undang Arbitrase dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa  tidak
memberikan jawaban yang tegas. Menurut penuils, penambahan atau
pengurangan putusan arbifrase bersifat menggantikan putusan arbitrase yang
ditambah atau dikurengl, dengan demikian maka terhadap hasil putusan
arbitrase yang telah dilakukan koreksi, berlaku pula sifst final dan binding
putusan arbitrase sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 60 Undang-Undang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,

3.3.Ketentaan Penolakan Putusan Arbitrase Internasional
Penolakan putusan arbitrase internasional diatur dalem Convention on
the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award atau terkenal
dengan istilah Konvensi New York 1958 yang disahkan melalui Keputusan
Presides Nomor 34 tahun 1981 dan Undang-Undang Arbitrase dan Alfernatif
Penyelesaian Sengketa. 3%
Ditinjau dari sudut alasan-alasan dan fata cara penclakan putusan arbifrase
intemasional, maka penoiakan putusan arbifrase internasionsl dapat dibagt
dua:
3.3.1. Penolakan Putusan Arbitrase Internasioval Secara Ex Officio
Ketua Penpadilan Negeri akan melakokan penolakan pengakuan
dan pelaksanaan putusan arcbitrase internasional yang mengendung
pelanggaran terhadap pasal 66 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketal®® dan mengandung pelanggaran sebapaimana
diatur dalam Pasal V Ayat (2) Konvensi New York 1958.137 Penolakan
pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase intemasional yaog dilakukan
pengadilan berdasar jabatannya/ ex officie. Tidak perlu ada permintaan

B (ndonesia, Keppres Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase dsing, Keppres

Mo, 34 tzhun 1981, LN No. 40 tahua 1981,

1% \ndonesia, Undang-Lindang Arbitrase dan Alternatif Pernyetesaian Sengheta, UU No.

39 mhuo 1992, LK No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 66, Kelentnan ini memberikas
batas-batas yaong wajib dipenuhi sper Putusan Ashifrage Interoasionst dapat diakni dan
dilaksanakan di wilayah hukwm Republik Indosesia,

¥ Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, Pasal V

Ayat (2).
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dari pihak yang bersengketa apabila putusan arbitrase internasional

mengandung pelanggaran-pelanggaran diatas,

Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Arbitrase dan Allernatif
Penyelesaian  Sengketa, alasan-alasan penolakan pengakuan  dan
pelaksanaar putusan arbitrase, yakni apabila:

a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atan majelis
arbitrase di suatu uegara yang tidak terikat perjanjian dengan negara
Indonesia, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai
pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;

b. Putusan Arbitrase Intemnasional berada diluar lingkup hukum
perdagangan sebagaimana dibatesi dalam Undang-Undang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

¢. Putusan Arbitrase Internasional bersangkutan berientangan dengan
ketertiban umum,

Sedangkan, alasan-alasan penolakan penpgakuan dan pelaksanazan
putusan arbitrase internasional dalam ketentuan Pasal V Ayat (2) Konvenst
New York 1958 adalah sebagai berikut:

a. Apabila masalah yang disengketakan menunyt hukoem dari Negara di
tempat mana permohoran dizjukan, tidak boleh diselesaikan melalui
arbitrase.

b. Apabila pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional
vang bersangkutan gkan menimbulkan pertentangan dengan ketertiban

umum, 18

"% Masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional sebelum
berlakenys Undang-Undang Arbitrase dan  Alternatif Penyelesajan Sengketa diatur dalam
Peraturan Mehkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990. Dalam Pasal 3 Ayat (3), disebutkan bahwa
putosan arbilrase asing yang dapat dicksekusi di Indonesta hanya terbatas pada putusan-putusan
vang tidok bertentangan dengan kepentingan umum. Pemturan Mahakamah Apung ini fidzk
memberikan balasan spa yang dimaksud despan kepentingan umum alas public poficy
sebagaimana juga dengan Konvensi New York 1958 dan Undang-Undang Arbilrase dan Alternatif
Panyelesaien Sengkets. Namun demikian dapatish dipakal batasan pangertian kepentingan umum
yang diberikan oleh Erman Rajagukguk, volkni “Ketertiban umum ads kalpoya diartikan sebegai
*ketertiban, kesejshieraan, keanmnan®, ataw disamakan deagan kstertiban wimpm, alsu synomim
dari istitah “keadilan’. Dapat pula dipergunakan dalam anti kata balws hakim wallb wotuk
mempergunakan pasal-pasal undang-undang tertentu™.  Lihat Brrpan Rajagekguk, Arbitrase Dalam
Putusan Pengadilan, Cet. [, (Jakarta: Chandra Pratama, 2000), hlo. 77,
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Badan vang berwenang untuk melakukan penolakan pengakuan dan
pelaksanaan putusan arbitrase internasional berdasarkan alasan-alasan
diatas adalah ketus pengadilan negerl Jakarta pusal. Tetapi terdapat
pengecualian dalam hal Negara Republik Indonesia menjadi para pihak
dalam scngketa, maka yang berwenang untuk menolak pesgakuan dan
pelaksanaan adalah Mahkamah Agung.

3.3.2. Penolakan Puotusan  Asbitrase Internasional  Berdasarkan
Permohonan
Ketentuan dalam Pasal ¥ Ayvat (1) Konvensi New York 1958
memungkinkan para pihak dalam sengketa untuk mengajukan permohonan
agar putusan arbitrase internasional yang hendak dilaksanakan di
Indonesia ditolak penpakuan dan pelaksanasnnya.
Terdapat beberapa ealagan yang diatur secara limitatif dalam
ketentuan Pasal V Ayat (1) Konvensi New York 1958,1%¢
a. Para pihak dalam perjaniian scperti yang diatur dalam Pasal 10,
menurut hukum yang berleku, tidak mempunyai kapasitas, atau
perianiian terscbut idak sah menurut hukum yang berlaku, atau tidak
ada petunjuk bahwa perjaniian iesebut sah, berdasarkan hukum Nepara
dimana keputusan tersebut dibuat;

b. Pihak yang diminta untuk melaksanakan keputusan tidak mendapat

Ayet (k).

pemberitahuan vang wajar mengenal penunjukan para wasit atay
dalam proses arbitrase ia tidak dapat menysmpaikan kasusaya,

c. Putusan berkeénaan dengan hal yang berbeda atau fidak sesuai dengan
hal-hal yang diajukan kepada wasit, atau putnsan megandung hal-hal
diluar ruang lingkup pengajuan arbitrase. Jika keputusan atas hal-hal
yang diajukan kepad arbitrase dapat dipisahkan dan hal-hal yang tidak
diajukan, bagian dari putusan yang mengandung keputusan atas hal-hal
yang digiukan pada arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan;

®? Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbiteal Award, Pasal ¥
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d. Komposisi dari kekuasaan arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai
dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, atay, perselujuan
sepertl itu gagal, jika tidak sesuai dengan hukum Negara di tempat
arbitrase berlangsung; dan

e. Putusan belum mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak,
atau telah dikesampingkan stau ditangguhkan oleh badan yang
berwenang dari Negara atau berdasarkan hukum Negara, dimana
putusan itu dibuat.

Konvensi New York 1958 memberikan pengaturan tata cara
penolakan pengakuan dan pelaksanaan berdasarkan adanya temuan alasan-
alasan diatas sebagal berikut
a. Permohonan dari pihak termokon eksekusi.

Tata cara penolakan harus didahului dengan permohonan dari pihak
eksckusi. Tanpa adanya permohonau penolakan, the competent authority
tidak memiliki kewenangan unfuk melakukan penolaskan pengslkunan dan
pelaksanaan putusan arbitrase internasionai;

b. Permohonan penolakan ditujukan kepada the comperent authorisy.

Berdasarkan Undang-Undang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian
Sengketa, pada prinsipnya yang berwenang untuk menangani masalah
pengakuan dan pelaksanaan puiugan arbitrase  internasional  adalah
Pengadilan Megeri Jakaria Pusat. Namun demikian, apabila Nepara
Republik Indonesia menjadi salah satu pihak dalam sengketa, maka pihak
yang berwenang adalah Mahkamah Agung,

Permohonan dilengkapi bukti adanya pelanggaran ketentuan Pasal V Ayat
{1} Konvensi New York 1958,

Sebagaimana dalam persidangan perkaca perdats pada umumoya,
dalam pemeriksaan permohonan penolakan pengakuan dan pelaksanaan
putusan arbilrase internasional, Pengadiian MNegeri Jakarts Pusat atau
Mahkamah Agung akan mempertimbangan bukti-bukii pemohon terkait
dalil-dalilnya dalam permohonan, Tata cara pembukiian tunduk pada
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ketentuan hokum acara perdata pada wnumnya, Hukum scara perdata

menganut system pembuktian positif, artinya: 140

{1}.Sistem pembuktian yang menyandarken diri pada alat bukti saja, yakni
alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang;

{2).Suatu gugatan dikabulkan hanya berdasar pada alat-alat bukii yang
sah. Alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang adalah penting,
Keyakinan hakim sama sekali diabaikan

(3).Pada pokoknya suatu gugatan yang stilabh memenshi cara-cara
pembuktian dengan alat bukii yang sah yakni sesuai dengan ketentuan
undang-undang, maka gugatan harus dikabulkarn;

(4).Hakim laksana robof vang menjalankan undapg-undang, Namun
demikian ada kebaikan dalam system pembuktian ini, yakni hakim
akan berusaha membukfikan dalil-dalil dalam gugatan ataw dalam
jawaban atau gugatan tanpa dipengarubi oleh nuraninya, sehingga
benar-benar obyektif, yaitu menwrut carg-cara dan alat bukii yang
ditentukan oleh undang-undang;

{5).Dalam sistem pembukiian positif yang dicari adalah kebenaran formal

Macam-macam alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 164 HIR/
Pasal 284 Rbg/ Pasal 1866 BW yang menjadi pedoman pemerikssan
perkara perdata adalah:
(1). Alat bukti surat;
{2}. Alat bukti saksi;
(3). Alat bukd persangkaan
{4). Alat bukti pengakuan
{5). Alat bukti sumpah
Terkait depgan permohonan penolakan pengakuean dan pelaksanaan
putusan arbitrase internasional, apabila pemohon tidak mampu
menghadirkan bukti-bukti yang membuktiken dalil-dalilnya egenai adanya

MU Marl Sasangka, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdota, Cet 1, (Bandung:
Mandar Maja, 2005}, him, 25.
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pelanggaran Pasal V Ayat (1) Konvensi New York 1958, maka pengadilan
akan menolak permohornat.

d. Kasasi atas penolakan penzakuan dan pelaksanaan putusan arbilrase

internasional
Atas keputusan penplakan putusan arbitrase intemasional oleh

pengadilan negerd Jakarta pusat, pihak pemohon eksekusi dapat
mengajukan Kasasi pada Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung waiib memberikan putusan dalam jangka waktu paling
fama 90 (Sembilan puluh) hani sejak permohonan kasasi diterima
Mahkarnah Agung,

3.4.Pembatalan putusan arbitrase menurut undang-undang arbitrase dan
alternatif penyelesaian sengketa
34.1. Alasan-alasan pembatalan putusan arbifrase

Undang-Undang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
membuka peluang bagi pihak yang dikalahkan untuk menempuh upaya
huknm berupa permohonan pembatalan putusan arbitrase,

Dasar alasan untus melakukan permohonan pembatalan putusan
arbitrase diatur dalam, ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Asbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, Ditentukan dalam pasal tersebut bahwa
terhadap putusan arbilrasc para pibak dapat mengajukan permobonan
pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur
sebagai berikut ;14
a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, sotelah putusan

dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
b. setelah putusan diambil  ditemokan  dokumen vang bersifat
menentukan, vang disembunyikan oleh pihak lawar;atau '
¢. putusan diambi! dad hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu
pihak dalam pemeriksaan sengketa.

" tndopesia, Undang-Undang Arbitrase, UU No. 39 tahun 1999. LN No. 138 Ghun
£999, TLN No. 3872, ps, 70.
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Apakah para pthek dapat mengajukan permchonan pembatalan
putusan arbitrase dengan menggunakan alasan-alasan diluar ketentuan
pasal 70 Undang-undang Arbitrase dan Altematif Ponyelesaian Sengketa?
Atau dalam kata lain, apakeh pembatalan putusan arbitrase henya
dimuongkinkan berdasarkan ketentuan pasal 70 Undang-undang Arbitrase
dan Alternatif Penyclesaian Sengketa?

Sebelum berlakunya Undang-Undang Arbitrage dan Alternatif
Penyelesalan Sengketa, pengaturan mengenai arbitrase distur dalam
Reglement op de Rechtsvorerdering {(disingkat Rv). Berpeda dengan
Undang-Undang Asbitrase, Ry mengatur alasan-asalan pembatalan diatur
secara iclas dan dalam satu pasal.

Pasal 643 Ry felah merinei secara limitatif alasan-alasan yang
dapat dijadikan dasar mengajukan permohonan pembatalan putusan
arbitrase. Kelvar dari 2lasan tersebut, permohonan pembatalan dianggap
tidak mempunyai dasar hukum 142

Alasan-glasan dalam Pasal 643 Ry vang dapat dijadikan dasar
pembatalan pntusan arbitrase adalah sebagai berikul
1. Apabila putusan melampaut batas-batas persetujuan.

2. Putusan berdasar;
i, persetujuan yang batal, atau
. telah lewat waktunya.
3. Apahila putusan diambil oleh:
i.  anggota arbiter yang tidak berwenang, atan
ii.  tidak dihadiri anggote arbiter yang lain, Misalnya putusan dismbil
oleh arbiter minoritas. '
4, Apabila putusan:
i.  telzh mengabulkan atau memutus hal-hal yang tidak dituntut, atau
fi.  telah mengabulkan Jebih daripada apa yang dituntut atau “ulira
petitum partium” atau “ulira virus”

5. Apabila putosan mengandung:

¥ M. Yaitya Harahap, Arbitrase, Op Cit., hlm, 277,
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1. Saling pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan ya;zg
fain, atau
fi,  Saling petentangan antara pertimbangan dengan dictum putusan
6. Apabila mahkamab melalaikan untuk memutus tentang suatu atau
beberapa bagian dari persetujuan, padahal itu telah diajukan untek
diputus
7. Apebila mahkamah melanggar (a.a cara beracara menurut hukum yang
diancam dengan batalnya putugan, Pelanggaran demikian termasuok tata
cara yang diatur datam hukum acara,
8. Apabila putusan didasarkan atas:
i.  surat-surat yang paisu, dan
it.  kepalsuan itu diakui atau dinyatakan palsu sesudah putusan
dijatuhkan,
9. Apabila setelah putusan dijatuhkan:
i ditenmikan surat-surat yang menentukan, dan
i.  selama proses pemeriksaan digembunyikan para pihak,
10. Apabila putusan didasarkan atas:
. kekurangan, atau
ii.  itikad buruk, dan
it hal itu baru diketghut setelah putusan dijatubkan,

Dasar alasan-alasan scbagaimana distur dalam Pasal 7¢ Undang-
Undang Arbitrase tampaknya hanya mengakomodasi 3 (tiga) dasar alasan
sebagaimana diatur dalam Ry, Sedangkan 7 (tujub) slasan lainnys tidak
diakomodir.

Cukup jelas, alasan-alasan dalam Pasal 643 Ry tidak lagi dapat
digunakan untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbirase
pada saat ini. Ditentukan dalam Ketentuan Penutup Undang-Undang
Arbitrase dan Aliernatif Penyvelesaian Sengketa bahwa Pasal 615 sampai
dengan Pasal 651 Rv dinyatakan tidak berlaku 143

" Indonesia, Undong-Undang Arbitrase, UU Mo. 39 tahon 1999, LN No. 138 tahun
1599, TLN Na. 3872, ps. 81,
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Dasar hukum bagi penggunaan alasan-alasan lain diluar ketentuan
Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
terdapat  dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Arbitrase dan
Alernatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa
“Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini
dimungkinkan karera beberapa hal, antara Jain ¢
a. surat atau dokumen yang dizgiukan dalam pemeriksaan, setelah
putusan dijatuhkan diakuipalsu atan dinyatakan palsy;
b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat
menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau

¢. putusan diambil dari hasil tipy muslihat yang dilakukan oleh
salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa™

Penggunaan kalimat “...Hal ini dimungkinkan karena beberapa
hal, antara lain...” menunjukkan bahwa alasan-alasan permohonan
pembatalan putusan arbifrase sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 74
bukan merupzkan “satu-satunya” atasan untuk membatalkan suatu putusan
arbitrase menurut Undang.Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, Ada  slasan-alasan lain yang dapat digunakan untuk
membatalken suatu putusan arbitrase,

‘Benada”™ dengan pendapat diatas, Tony Budidiaja mengataican
Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan ARtematif Penyelesaian Sengketa
tidak tidak dimmksudkan ustuk membatasi alasan-alasan yvang dapat
digunakan oleh pengadilen uatuk memeriksa dan mengabuikan, ataupun
menolak suatu permohonan pembataian putusan arbitrase. Ketentuan
Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
tiduk menyebutkan, misalnya, bahwa “suatu putusan arbitrase hanya dapat
dibatalkan oleh pengadilan apabila .....”. Dengan demikian dengan tidak
adanya larangan penggunaan ketentuan lain diluar Pasal 70 Undang-
Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk dijadiken
dasar permohonan pembatalan putusan arbitrase menunjukkan bahwa
penggunean ketentuan lain diluar Pasal 70 Undang-Undang Arhitcase dan
Alternatif Penvelesalan Sengketa adalah diperbolehkan, hal inf sesuai
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dengan prinsip hukum yang berlaku secara universal yakni “tidak dilarang
berarti boleh”, bukan sebaliknya. 144

Penggunaan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengkete,'% menurutnya, dimaksudkan untuk memberikan
periindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam proses arbitrase, yang
mempunyai  “dogaan” bahwa puotusan  arbitrase yang  dijatubkan
terhadapnya mengandung unsur pemalsuan, tipu-muslibat, atay
penyembunyian fakia/ dokumen, 146

Dalam keterangannya sebagai saksi ahli dalam sidang permohonan
pembatalan putusan arbitrase, Prof. Hikmshanto Juwang, SH., LL.M. Phd.
memberikan  pendapat  yang menguatkan pandangan pihek yang
berpendapat dasar permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak
limitatif berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesalan Sengketa.'¥ Dikatakannya bshwa keterlambatan memnius
perkara juga dapat dijadikan dasar pembatalan. Lebih jauh dikatakan oleh
Guru Besar Fakoltas hukum Universitas Indonesia tersebut, apabila dalam
waktu 180 bari sejak majelis arbiter dibentuk perkara belumn diputus, maka
putusan arbitrase tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan, Hal ini sesuai
dengan Pasal 43 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa. Selain itu, dalam kesimpulan Indo-Pacific, Hikmahanto
memandang ketiadasn pegjapjian  arbitrase sebagal dasar majelis
memeriksa perkara, dapat menjadi dasar perobatalan, 146

Selanjutnya, kewenangan dari segi prosedur pengambilan putusan
arbitrase, antara lain, proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan

M4 Teny Budidinja, Pembotalan  Putusan  Arbitrase & Indonesia,
htpfwww hokumonline.com/detail. asp?id=132 1 18cl=Kolom, diakses pada § Mei 2009,

" Indonesta, Undang-Undang Arbitrase, UU No. 39 tabun 1999, LN No. 138 ehun
1999, TN Mo. 3872, Pasal. 70

" Tony Budidjaja, Pembatalan Putusan Arbitrase &i Indonesia, Op Cit,

Y Indonesta, Undang-Undang Arbiirase, UU No, 39 tahun 1999. LN No, 138 tahun
1999, TLN No. 3872, Pasal. 70).

148 Mustahii Merubutaikan Putugan Athifrase?,
tto/Fwwse hukumonling. com/detail asp?id=17607&sl=Berita, dizkses pada § junt 2609,
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hukom yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesatan sengketa, lazim

digunakan sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase, 14?7

3.4.2. Prosedur pembatalan putusan arbitrase

Prosedur pembatalan putusan arbitrase diatur dalam BAB VII
Pembatalan Putusan Arbitrase, Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 berilcat
penielasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Aliernatif Penyelesaian
Sengketa.

Apabila setelah majelis arbitrase menjatuhkan putusannys, dan salah
satu pihak menilali telah ada alssan-alasan yang dapat dilakukan
pembatalan, maka salah satu pihak tersebut dapat mengajukan
permohonan pembatalan putusan arbitrase.

&. Batas Waktu Pengajuan Permohornan Pembatalan

Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengkeia
mensyaratkan permohonan pembatalen putusan arbitrase yang memenubi
syarat formal apabila diajukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluk} hari
setelah putusan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan. Pengajuan
permohonan yang melampaui tenggang wakiu 30 (tigs puluh) hard akan
dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Batas Wakw pemberian putusan permohonan pembatalan
Undang-Undang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa
rmemberikan  batasan waktu bagi Ketva Pengadilan Negeri untuk
memberikan putusan terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase.
Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 72 Ayat (3) bahwa putusan terbadap
permohonan pembatalan diberikan selambat-lambataya 38 {tiga puluh)
hari sejak permohonan diterima, )
Adanya pembatasan tampaknya dimaksudkan agar apabila tegjadi
upaya permmnohonan pembatalan putusan arbittase, pemerikssan atas

¥ Hikmahanto Juwana, Pembatalan Putusan Arbilrase Internasional oleh Pengadilan
Nazional, Cp {it, him, 68,
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permohoran  ini tidak menegasikan tujuan arbitrase, vyakmi untuk

menyelesaikan sengketa secara cepat.

¢. Permohonan Pembatalan Diajukan Secara Tertulis

Permohonan pembatalan putusan arbitrase wajib diajukan secara
tertulis. Penegasan kewajiban bagi pemochon untuk mengajukan
permehonannya secara tertulis dinyatakan dalam Pasal 71 Undang-Undang
Arbitrase dan Aliernahif Penyelesatan Sengketa. Selain iy, rasio
pentingnya permohonan dilakukan secara tertulis karena dari permohonan
tersebut pemohon dapat mepujukkan dagar alasan-alasan yang mendasari
permohonannya secara jelas dan rinel, tidak mungkin apabila pengadilan
mclakukan pemeriksaan permehonan yang tidak dilakukan secera tertulis,
hal tersebut jelas sangat menyulitkan. Lebih lagi, sudah seraestinya apabila
pihak yang berkepentingan atas putusan arbitrase atau salah sate pihak
vang merasa diregikan dengan adanya putusan arbitrase menunjukkan dan
memberikan alasan serta memberikan penjelasan terkait putusan arbitrase
yang hendak dimohonkan untuk dibatalkan

d. Permohonsn Pembatalan Diajukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus ditujukan kepada
Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negerl yang berwenang untuk
memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah pengadilan
negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal temmohon arbitrase.
Jadi, bukan pengadilan negenl yang daerah hukumnya meliputi tempat
tinggal termohon dalam perkara permohonan pembatalan putusan
arbitrase,

e. Kewenangan Ketus Pengadilan Negeri Dalam Memutus Permchonan

Pembatalan
Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang unfuk memernikss
tuntutan pembatalan dan mengator akibat dari pembatalan seluruhnya atan

sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan,
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Ketua Pengadilan Negeri dapat memuiuskan bahwa setelab
diucapkan pensbatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa
kembali sengketa bersangkutan atau menestukan bahwa soatu senpketa

tidak mungkin disclesaikan lagi melalui arbitrase.

f. Pemeriksaan Permohonan Dilakukan Menurut Tata Cara Gugatan
Contentivsa )

Istilah permohonan atau gugatan voluntair dahulu terdapat dalam
ketentvan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomeor 14 Tabun
1970, yakni penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-
badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyeiesaian
masalah yang bersangkutan dengan vurisdiksi voluntair. Berdasarkan
permohonan itu hakim akan memberikan suatu penetapay, bukan putusan.

Permohonan atau gugatan voluntair adalab permasalahan perdata
vang digjukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon
atau kuvasanys yang ditufukan kepada Ketua Pengadilan MNegeri,1%0
Sedangkan cirf khas permohonan: 191
13 Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;

2) Permasalahan yang dimohen penycsuaian kepada Ketuz Pengadilan
Negeri, pada prinsipnya taopa sengketa dengan pihak lain,

3) Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditadk sebagai fawan,
tetapi bersifat ex-parte.

Dari ciri Khas tersebut diatas, dapat dipshami permohonan
ditujukan untuk menyelesaikan murni kepentingan pemohen saja, dan
sama-sckali tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.
Dalam upaya hukum berbentuk permohonan, tidak dibenarkan
mengajukan permohonan mengenai penyelesaian sengketa hak atau
pemilikan maupun peayerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain
maupun pihak ketiga.

¥ pedomun Pelaksanaon Tugas dan Adminisirasi Pengadilon, Buku H, Mabkemah
Agung R%pubiik Indonesia: Jakarta, April 1994, him. 18, anpka 5 hueaf {2},

' Yahya Horahap, Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Pemyiteen dan
Puiisess Pengadilan, Cet. Kedua, (Jakarla: Sinar Grafika, 2005}, hirs. 29.
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Sehubungan dengan wuraian diatas, petilum atas funtutan
permohonan tidak bolch melanggar atav melampaui hak orang lain. Harus
benar-benar mumi merupakan permiintaan penyelesaian kepentingan
pemohon, dengan acuan sebagai berikut: 152
{1). Isi petitum merpakan permintaan yang deklaratif atau pemnyataan
(2). Petitum tidak boleh melibatkan pihak Iain yang tidek ikut sebagai

pemohon

(3). Tidak boleh memuat petitum vyang bersifat  condemnatoir
{mengandung hukum)

{4). Petitum permohonan, harus divinci satu per satu tentang hal-hal ang
dikehendaki untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya

(5). Petitam tidak boleh bersifat compositur atau ex gequo ef bono. Seperti
yang dikatakan diatas, petitom permohonan hams dirinei, jadi bersifat
enumeratif. Oleh karena itu tidak dibenarkan petitam yang berbentuk
mohon keadilan saja,

Dengan demikian maka, permohonan pembaialan putusan arbitrase
yang disjukan kepada Ketua Pengadilan Negen tidak dapat diperiksa
berdasarkan tata cara permohonan pada vmumnya. Hal ini didasarkan stas
hai-hal sebagai berikut:

(1). Didalam permohonan pembatalan, masalah vang diajukan kepada
Ketua Pengadilan Negeri bukaniah masalah yang bersifat kepentingan
sepihak saja, tetapi juga bersentuhan dengan hak orang lain yang
dalam hal ini adalah hak pihak lawan yang telah dimenangkan dalam
arbitrase;

{2), Permasalahan yang dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri
mengandung sengketa dengan pihak lain. Permchonan pembatalan
putugan terkait dengan sengketa yang melibatkan pihak lain, yaknl
pihak lawan yang telah dimenagkan oleh putusan arbitrase dan

mielis arbitrase sendiri yang telah memutus sengkets;

2 Yohya Haralap, Hidwm Acara Perdate Gugaian, Persidangan, Penyltnon dan
Putusan Pengadifon, bid., him. 37,
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{3). Dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase, pemobon berharap

Ketua Pengadilan Negeri akan memberikan putusan vang bersifat
constittief, yakni putusan vang memastikan suate keadaan hukum,
baik yang bersifat meniadakan suaty keadazn hulum maupun yang
menimbulkan suatu  keadaan hukum baru, Dengan  adanya
permobonan pembatalan diharapkan oleh pemohon, Ketua Pengadilan
Negeri akan meniadakan suato keadaan hukuwm  sebagaimana
dinyatakan dalam putusan arbitrase.

g. Pembuktian Permohonan Dilakvkan Menurut Tata Cara Gugatan

Contentiosa

Secara umum, pemeriksaan gugatan  comfentiosa  termasuk

didalamnys tata cara pembuktian funduk pada ketentuan hukum acara

perdata pade umumnya. Huokum acara perdata menganut system

pembuktian positif, artinya: 15

(13

).

(3.

(4).

(5).

Sistern pembuktian yang menyandarkan diri pade alat bukéi saja,
yakni alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Suatu gugatan dikabulkan hanya berdasar pada alat-alat bukti yang
sah. Alat bukii vang ditentukan oleh undang-undang adalah penting.
Keyakinan hakim sama sekali diabaikan

Pada pokeoknya sustu gupatan vang sudah memenuhi cara-cara
pembuktian dengan alat bukti yang sah yakni sesuai dengan ketentuan
undang-undang, maka gugatan harus dikabulkan;

Hakim laksana robot yang menjalankan undang-undang. Namun
demikian ada kebaikan daiam system pembuktian ini, yakm hakim
akan beruseha membukiikan dalildalil dalam gugatan aten dalam
jawaban stau gogatsn tanpa dipengarubi oleh nuraninya, schinggs
benar-benar obyektif, yaitu mennrut cara-cara dan alat bukti yang
ditentukan oleh undang-undang;

Dalam system pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran
formal

3 Hari Sasangka, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata, Op €72, him. 25.
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Macam-macam alat buktd yang ditentukan dslam Pasal 164 HIR/
Pasal 284 Rbg/ Pasal 1866 BW yang menjadi pedoman pemeriksaan
perkara perdata adaleh:

1) Alat bukti surat;

2} Alat bukti saksi;

3) Alat bukti persangkaan
4} Alat bukti pengakuan
5y Alat bukti sumpah

Khusus bagi permohonan pembaialan putusan arbitrase dengan
alasan-alasan sebegaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang
Arbitrase dan Penyelesajan Sengketa, maka pembukiian terikat dengan
ketentuan penjelasan Pasal 70 tersebut yakni, adanya dugaan-dugsan
berupa dokumen palsu, dokumen disembunyikan oleh pihek lawan
maupun adanyz tipn muslihat harus dibuktikan dengan putusan pengadilan
terlebih dahulu.

Ketentuan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan
Penyelesaian  Sengketa  menyatakan  bahwa  Apabila  pengaditan
menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atsu tidak terbukti,
maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan
bagi hakim untuk meagabulkan atau menolak permohaonan,

Berdasarkan ketenfuan diatas meks dapat ditarik kesimpulan
bahwa, alat bukti surat berupa putusan pengadilan mengenal adanya
dugaan-dugaan berupa dokumen palsu, dokumen disembunyikan oleh
pihak lawan maupun adanya tipu muslibat, tidak serta merta menjadikan
hakim mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase, Memang,
hakim terikat dengan putusan pengadilan yang diajukan oleh pemchen,
namun demikian, terkait dengan permasalahan yang diajukan kepadanya,
maka hakim juga memiknl kewajiban nntuk menilal sampai pada tingkgi:
apa relevansi antara dugaan-dugaan berupa dokumen palsu, dokumen
disembunyikan oleh pihak lawan mavpun adanya tipy muslihat

mempengaruhi putusan arbifrase,
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Dikatakan bahwa putusan pengadilan “dapat” dijadikan dasar
pertimbangan. Apabila Ketua Pengadilan Negeri menilal adanya dugaan-
dugaan yang dibuktikan dengan putusan pengadilan ftersebut sangat
berpengaruh dengan putusan arbitrase, maka Ketua Pengadilan Negeri
akan mendasarkan putusan pengadilan tersebut sebagat dasar untuk
melakukan pembatalan, Jika sebaliknya, maka Ketua Pengadilan Negeri
dengan sendirinva tidak terikat dengan putusan pengadilan tersebut dan
menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase,

B Kewenangan Ketua Pengadilan Negent Dalam Memutus Permohonan

Apabila dalil-dalil alasan pemohon dalam permohonan pembatalan
putugan arbitrase cukup sebagai dasar alasan untuk dilakukannya
pembatalan dan dalil-dalil pemohon terbukti, maka Ketua Pengadilan
Negeri berdasarkan ketertuan Pasal 72 ayat (2)Undang-Undang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesajun Sengketa, berwenang untuk menentukan
pembatalan sebagian atau seluruh putusan arbitrase, Selain itu, Keiua
Pengadilan Negeri juga berwenang untulk memutuskan apskah majelis
arbitrase yang sama atau yang lain yang akan memeriksa kembali perkara,
atau memutuskan suatu sengketa tidak mungkin diselesatkan melalui
arbifrase.

Pengaturan mengenai hal-hal dapat diputus oleh Ketua Pengadilan
Neperi berdasarkan wesenangnya yang diberikan oleh undang-undang
arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ini dapat diartikan bzhwa
tidak semua permohonan pembatalan putusan arbitrase berujung pada
putusan penoiakan atan mengabulkan pembatalan putusan arbitrase untuk
seluruhnya. Ketua Pengadilan Negeri berdasarken atas alasan-alasan
permohonan pembatalan, pemeriksaan di persidangan berikut dengan
pembuktian dapat menilai apakah pufusan arbitrase yang dimohonkan
kepadanya cukup dibatalkan untuk sebagian ataukah dibatalkan untuk
seturuhnys. Kemudian juga menentukan berdasarkan pertimbangan yang
didapat dari pemeriksaan persidangan untuk menentukan apakah sengketa

antara para pihak akan diselesaikan melalui majelis arbiirase yang sama
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atau melalul majelis arbitrase yang berbeda atau menentuken bahwa

sengketa para pihak tidak dapat diselesaikan melalul arbitrase.

I. Banding Atas Putusan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase

Para pihak yang tidak puas dengan putusan ketua pengadifan negeri
mengenal permohonan pemabatalan putusan arbitrase dapat mengajukan
banding agar perkara permohonan tersebut diperiksa vlang di Mahkamah
Agung. Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
memberikan kewajiban bagl Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan
serta memutus penmohonan banding dalam wakiu selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari sejak permchonan banding diterima oleh Mahkamah
Apung, Pasal 72 Ayat {4} Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa menentuka bahwa Mahkamah Agung skan
memutus permohonan banding dalara tingkat pertama dan terakhir. Hal ini
berarti terhadap putusan Mahkamsh Agung mengepai banding atas
putusan permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak dapat diajukan
upaya hukwn apapun,
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BAB 4
UPAYA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PRAKTEK

4.1.Perkara Antara PT. Comarinde Expres Tama Tour & Travel
Melawan Yemen Airways
4.1.1. Duduk Perkara

Perkara Permiohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang dipertksa
hingga tingkat banding olch Mahkamah Agung ini melibatkan PT.
Comarindo Expres Tama Tour & Travel, berkedudukan di Jalan Dinoyn
Nomor 57, Surabava i satn pihak melawan Yemen Alrways,
berkedudakan di Al Hasaba, Airport Road, Sana’a, Repubiik Yaman, dan
kantor perwakilan di Gedung Wirausaha lantai 7, Jalan H.R. Rasuna Baid
Kavling C-5, Jakarta Selatan.

Pada wulanya kedua belah pihak telah menyepakati perianiian
kefiasama yang dituangkan dalam perjanjian Appointment of CGeneral
Sales Sales Agent (Passanger) tanggal 29 Okiober 2001 dan perjanjian
Apvointmem of General Sales Sales Agent {Cargo) tanggal 3 November
2002, yang mana keduanyza mencantumkan klausul arbitrase.

Selanjutnya dikarenakan adanya sengketz diantara mereka
mengena: pelaksanaan perjanjian tersebut, PT. Comarindo Expres Tama
Tour & Travel membawa sengketa tersebut untuk diperiksa dan diputus
olelt  Badan Asbitrase Nasionai Indonesia (selanjutnys  disingkat
“BANI"Pervakilan Surabaya. Pada tamggal 19 Agustus 2004, BANI
Perwakilan Surabaya mengeluarkan Putusan Ne. 15/ARB/BANI
JATIM/IIA2004, yang pada pokoknya mengabulkan seluruh permohonan
PT. Comarinde Expres Tama Tour & Travel selaku Pemohon Arbitrase.

Selaku Termohon Arbitrase yakni Yemen Airways scbagai pihak
yang dikalahkan dalam putusan arbitrase melakukats upays hukum

permohonan pembatalan putusan arbilrase pada Penpadilan Negeri Jakaria
Selatan.
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Pada pokoknya terdapat dua dasar yang dikemukakan Yemen
Airways selaku pemohon pembatalan pulusan arbitrase di hadapan
Pengadilan Negerl Jakarta Selatan, yang pertama bahwa BANI Perwakilan
Surabaya tidak memiliki yurisdiksi, kewenangan serta kompetensi untuk
memeriksa serta memulus perkars atas sengketa yang terjadi, karena
dalam perjanjian antara Yemen Airways dengan PT. Comarindo Expres
Tama Tour & Travel yang dituangkan dalam perianjian 4ppointment of
General Sales Sules Agent (Passanger) tanggal 29 Oktober 2001 dan
perianiian  Appointment of General Sales Sales Agent (Cargo) tanggatl 5
November 2002 tidak terdapat klausula yang secara tegas membernikan
kewenangan kepada BANI Perwakilan Surabaya. Dasar kedua vang
dikemukakan oleh Yemen Airways adalah bahwa  putusan BANI
Perwakilan Surabaya diarabil dari hasii tipu muslihat yang dilakukan oleh
salah satu pihek dalam pemeriksaan sengketa, yakni meskipun Yemen
Alrways felah mengirimkan surat-surat  perihal penolakaanya atas
penggunaan BANI Perwakilan Surabaya untuk memeriksa dan memutus
sengketa, npamun  BANI  Perwakilan Surabaya tetap melskukan
pemeriksaan dan memutus perkara tersebut.

Atas permohonan pembatalan putusan arbitrase oleh Yemen
Airways iersebut, Pengadilan Negen Jakarta Selatan pada tanggal 6
Januart 2005 menjatubkan putusan Neo, 254/Pdt P/2004/PNIKT.SEL,
menyatakan mengabulkan permohonan Yemen Airways, membatalkan
putusan arbitrase No. IS/ARD/BANT JATIMAL2004 tanggal 19 Agustus
2004 yang dikeluarkan oleh BANI Perwakilan Surabaya.

Selanjutnya, atas putusan Pengadilan Negeri Jakaria Selatan yang
membataikan putusan  arbitrase No. 1S/ARB/BANI  JATIM/IN2004
tanggal 19 Agustus 2004 vang dikeluarkan oleh BANI Perwakilan
Surabaya, P1. Comarindo Expres Tama Tour & Travel mengajukan
banding ke Mahkamah Agung.

i3 tingkat banding, PT. Comarindo Expres Tama Tour & Travel
menyatakan keberatan-keberatannya yang pada pokoknya antara lain,

pertania bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk
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memeriksa perkara permohonan pembaialan putusan arbitrase BANI
Perwakilan Surabaya No. 15/ARB/BANI JATIM/1/2004 tangga! 19
Agustus 2004, kedua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan keliru dalam
penerapan hukumnya, salah menafsirkan klausula arbitrase dalam
pexjanjian dppoiniment of General Sales Sales Agem {Passanger) tanggal
29 Oktober 2001 dan pedjanjian Appointment of General Sales Sales
Agent (Cargo) tanggal 5 November 2002, salab dalam penerapan
ketentuan pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa yang mewajibakan pemohon pembataian putusan arbitrase untuk
memberikan bukti-bukti adanya tipu muslihat dengan putusan pengadilan,

Mahkamsh Agung pada tanggal 17 Mei 2006 menjatuhkan
putusannya, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
254/Pdt. P/2004/PNJKT.SEL, mengabulkan permohonan Yemen Airways,
membatalkan putusan arbitrase dari BANI Perwakilan Surabsya No.
1S/ARB/BANI JATIMAL2004 tangpal 19 Agustus 2004,

Mahkamah agung dalam putusannya memberikan pertimbangan-
pertimbangan hukum terkait keberatan-keberatan yang disampaikan PT,
Comarindo Expres Tama Tour & Travel. Mahkamah Agung menyatakan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mereeciksa perkara
permohonan pembatalan putusan arbitrase BAN! Perwakilan Surabaya No,
1S/ARB/BANT JATIM/II 2004, Dinyatakan pula bahwe majelis hakim
pengadilan negeri Jakarta selatan tidak salah menerankan hokum, karena
dael romusan klausula arbitrase yang terdapat dalam kedua pedaniian
antara Yemen Alrways dan PT, Comarindo Expres Tama Tour & Travel
terlihat jelas bahwa penveleaian sengketa yang timbul dari perjanjian-
perjaniian itu harus disslesaikan menurut hukum Republik Yaman, dan
karenmanys BANI  Perwakilan Surabaya tidak berweneng untuk

menyelesaikan sengketa dari perjanjian tersebut.

4.1.2. Analisa

Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya iaenyatakan
amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kurang lengkap,
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kemmudian memberikan pertimbangan hukem sendini dengan mengulip

Penjelasan Umuom Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa yang menyatakan bahwa: Bab VIl mengatur tentang pembaialan

putusan arbitrase, Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain

a, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemriksaan, setelah putusan
dijntuhkan diakui palsu atau dinyatakan paisuy;

b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan
yang ;;azzgaja disembunyikan pihak lawan; atau

¢. putusan diambil dari hasi tipu musiihat yang dilakukan oleh salah saty
pihak dalam pemeriksaan sengketa,

Dinyatakan oleh majelis hakim Mabkemah Apung bahwa kata
“antara” lain tersebut memungkinkan Pemohon umtuk mengajukan
permohonan pembatalan putusan arbilrase atas alasan diluar yang tertera
dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbltrase dan Altematif Penyelesaian
Sengketa, sepertt halnya dengan alasan kompetensi absolut yang
dikemukakan oleh Pemohon.

Dad putusan Mahkamabh Agung tersebut diatas, jelas sekali
Mahkamah Agung juga berpendirian bahwa dasar permohonan pembatalan
arblirase tidak terbatas pada ketentuan pasal 70 Undang-Undang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dimungkinkan bagi para pihak yang
dikalahkan dalam putusan arbitrase menggunakan ketentuan-ketentuan
lain untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Ketentuan-ketentuan diluar pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa manakah yang dapat digunakan sebagai
dasar pembatalan putusan arbitrase?

Telah diuraikan diatas bahwa para Sarjana Hukum dan Mahkamah
Agung ftelah sependapat bahwa dasar permohonan pembatalan putusan
arbitrase tidak terbatas pada ketentuan pasal 70 Undang-Undang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penulis berpendapat bahwa apabila
terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam

Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang
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memiliki sifat mandatory/tidak dapat disimpangi, maka para pihak dapat
mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Dalam putusan Mahkamah Apung No.03/Arb.B1l/2005, majelis
hakim dalam salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa alasan
kompetensi absolut dapat dijadikan salah satu alasan untuk mengajukan
permohonan pembatalan putusan arbitrase. Sayang sekali Mahkamah
Apgung dalam pendapatnya tersebut tidak langsung menunjuk ketentuan
yang mana dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa yang dilanggar sehingga dapat dimohonkan untuk dibatalkan.
Namun demikian, apabila kita cermati, maka alasan kompetensi absolut
sebagaimana didalilkan diatas dapat dikonstruksikan dari ketentuan Pasal
4 Ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa. Menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam hal para pihak telah menyetujui
bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan
para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang
menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak
jika hal ini diatur dalam perjanjian mereka. Dalam konteks ini perjanjian
yang dilakukan oleh Yemen Airways dan PT. Comarindo Expres Tama
Tour & Travel dalam perjanjian sama sekali tidak menggunakan kalimat
atau kata-kata yang dapat ditafsirkan sebagai bentuk pemberian wewenang
atau penunjukan BANI Perwakilan Surabaya untuk menyelesaikan
sengketa. Dengan demikian, BANI Perwakilan Surabaya tidak memiliki

kompetensi absolut/kewenangan untuk menyelesaikan sengketa.

4.2.Perkara Antara PT. Persada Sembada Melawan PT. Petronas Niaga
4.2.1. Duduk Perkara
Perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diperiksa
hingga tingkat banding di Mahkamah Agung ini melibatkan PT. Persadé
Sembada melawan PT. Petronas Niaga Indonesia.
PT. Persada Sembada adalah pemilik sebidang tanah dan bangunan
yang terletak di JI. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat, seluas kurang lebih
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5.780 m" sebagmimana tercatat dalam buku fanah Hak Guna Bangunan
Nomor 440 atas nama PT. Persada Sembada. Perusahaan berbadan hukum
perseroan inl beralamat di Ji Kramat Raya No.104, RT.002, RW.009,
Kelurahan Kwitang, Kecamatan Sencen Jakarta Pusat.

PT. Petronas Niaga Indonesia beralamat di Menara Rajawali, L1.24,
Ji. Mega Kuningan Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
adalah perusahaan penwnaman modal asing yanpg melakukan kegiatan
pengusahaan stasiun pengisizn bahan bakar untuk vmum {disingkat
SPBU)

Sengketa sntara PT. Persada Sembada melawan PT. Petronas Niaga
Indonesia bermula dan adanys Perjaniian Pengikatan Jual Beli Nomor 1,
tanggal 12 Oktober 2008, yang dibuat dihadapan Suzy Anggraini, SH,
Notaris di Jakarta, dimana PT. Petronas Niaga selaku pembeli akan
membeli tanah dan bangunan milik PT. Persada Sembada yang terletak di
JI. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat, seluas kurang lebih 5.780 m’
sebagaimana tercatat dalam buku tanah Hak Guna Bangunan Nomor 440
atas nama PT. Persada Sembada.

Dikarenakan adanya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian
tersebut diatas, pada tanggal 09 Oktober 2007, PT. Petronas Niaga
Indonesia mengajukan pernichonan arbitrase pada Badan Arbitrase
Nasional Indonesia (disingkat BANI), beralamat di Wahanpa Graha 142, JL
Mampang Prapatan No.2, Jakaria, sebagaimana tercatat dalam perkara
arbitrase nomor 266/X/ARB-BANI/2007 tanggal 09 Oktober 2007, Pada
pokoknya dalam permohonan arbifrase dikatsken bahwa PT. Persada
Sembada telah melakukan wanprestasi atas Peganjian Pengikatan Jual Beli
Nomor 1, tanggal 12 Oktober 2006, vang dibuat dihadapan Suzy
Anggraini, SH., Notaris di Jakarts, dimana PT. Persada Sembada tidak
melaksanakan pengurusan seluruh perijinan yang disyaratkan dalam
perjanjian, scrta menjual tanah yang ditransaksikan kepada pihak ketiga,
Komist Yudisial pada saat perianjian masih berlangsung.

Atas permohonan arbitrase yang dilakukan oleh PT. Petronas Niaga
Indonesia selaku pemohon arbitrase, pada tanggal 27 Mei 2008 Majelis
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Arbitrase  BANI inenjatubkan  putusan  dan  membacakannya. Pada
pokoknya putusan BANI menyatakan PT. Persada Sembada selaku
termohon arbitrase ielah melakukan wanprestasi techadap Perjaniian
Pengikatan Jual Beli Nomor 1, tanggal 12 Oktober 2006, yang dibuat
ditadapan Suzy Anggraini, SH,, Notaris di Jakarta, dan PT. Persada
Sembadsa dihukum untuk mengembalikan seluruh pembayaran sebesar Rp.
24.456.200,000,- {dua puluh empat milyar empat ratus lima puluh enam
juta dua ratus ribu rupah) dan membayar bunga sebesar 6 % (enam persen)
pertahun yang dihitung sejak tanggal 9 julli 2007 sampal dengan
dilaksanskannya putusan arbitrase kepada PT. Petronas Niaga indonesia.

Selunjutaya, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2008 Sckretaris Majelis
Sidang BANI a gue telah menyerabkan dan mendaftarkan putusan
Arbitrase Nomor : 266/ARB-BANIZ007 tanggal 27 Met 2008 &
Kepaniteraan Pengadilan Megeri Jakarta Pugat, schagaimana tercatat dalam
Akia Pendaftaran Nomor : 03/WASIT/2008/PN Tkt Pst.

PT. Persada Sembada selaku pibak yang kalah dalam perkara ini
kemudian mengajukan permohonan pembatalan puotusan arbitrase pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juli 2008 sebagaimana
divatat  dalam  register  peukara  vomor  01/P/Pembatalan
Arbitrase/2008/PN.Jkt.Pst.

Permohonan pembatalan putusan srbitrase yang dilakukan oleh PT.
Persada Sembada pada pokeknya didasarkan atas alasan-alasan yeng
diatur dalam Pasal 70 hurcf (¢} Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesalan Sengketa. Pemohon mendalilkan bahwa putusan majelis
arbitrase BANI dalam perkarg Nomor @ 266/ARB-BANI/Z007 tersebut
didasarkan dari hasil tipy muslihat yang dilakukan PT. Petronas Niage
Indonesia.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan dalam perkara
nomor O1/P/Pembatalan  Arbitrase/2008/PN.Jkt.Pst. pada tanggal 22
Agustus 2008 yang amamya selengkapnya berbunyi:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara
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- Menolak permohonan pemohon untuk selurchnya;
~  Membebankan pemohon unluk membayar biaya permohonan

i yang hingga sast ni diperhitungkan sebesar Rp.309.000,-
{tiga ratus Sembilan ribu rupiah)

Dikatakan dalam putusan Mahakamah Agung
No.855K/Pdt.Sus/2008 bahwa pemohon pembatalan putusan arbitrase
yakni PT. Persada Sembada mengajukan kasasi pada tanggal (4
September 2008, dan menyerabken memori kasasinya di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Oktober 2008;

Dalarn memori kasasinya, PT. Persada Sembada menguraikan
keberatan-keberatan atas putusan pengadilan negeri Jakarta pusat dalam
perkara pomor G1/P/Pembatalan Arbitrase/2008/PN.Jkt.Pst., diantaranya
sebagal berikut:

a. PT. Persada Sembada keberatan terhadap penerapan hukum acara atau
prosedur acara pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase,
khususnya mengenai penambahan pihak termohon yang dalam hal ini
adalah PT. Petronas Niaga Indonesia oleh Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat. Sebelumnaya di tinghat pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusal, PT. Persada Sembada telah mengajukan keberatan perihal
penambahan pibak ini, namun demikian keberatan tersebul ditolak oieh
majelis hakim. Sebagal catatan, Permohcnan pembatalan putesan
arbitrase oleh PT. Persada Sembada yang ditujukan kepada Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menarik PT. Petronas Niaga
Indonesia.

b. PT. Persada Sembada juga keberatan dengan pencrapan ketentuan
Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa. PT. Persada Sembada selaku pemohon kasasi berpendapat
pendapat majelis hakim pengadilan negeri Jakarta pusat yang
pertimbangannya antarg lain menyatakan

“Menimbang,  buhwa  berdasarkan  wraion-uraian
pertimbangon  tersebui  diatas  dan  demgan  puls
memperhatikan ... dan dilain pihak bahwa Majelis Hakim
Juga tidak menemukon adanya suaty putusan Pengadilan
yang dapat dijodikan sebagai dasar untuk menyatakan
bakwa puatusan arbitrase lersebt diambil dari hasil tipu
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muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam
pemeriksaan  sengketa  sebagaimana  dimaksud dalam
Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999
tantang Arbitrase yang menjelaskan bahwa “Permohonan
Pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan
arbitrase yang sudah didaflarkan di Pengadilan, Alasan-
alasan : Permohonan pembatalan yang disebut dalam
pasal ini harus dibutikan dengan putusan Pengadilan.
Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan
tersebut terbukti atau tidak terbukti maka putusan
pengadilan  ini dapat  digunakan sebagai dasar

pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau
menolak permohonannya™".

Dikatakan oleh pemohon kasasi bahwa ketentuan penjelasan pasal 70
Undang-Undang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa tidak
mensyaratkan adanya putusan pengadilan sebagai syarat mutlak untuk
membuktikan permohonan pembanding, namun jauh lebih penting adalah
pembanding dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya berdasarkan
saksi-saksi yang diajukannya di hadapan sidang pemeriksaan di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Majelis Hakim di tingkat Mahkamah Agung berpendapat bahwa
alasan-alasan pemohon kasasi tidak dibenarkan dan pertimbangan hukum
majelis hakim pengadilan negeri Jakarta pusat telah tepat dan benar.
Ditambahkan pula bahwa permohonan PT. Persada Sembada bersifat
prematur.

Selanjutnya, masih dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah
Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi oleh pemohon kasasi harus
ditolak. Dan karena permochonan kasasi ditolak, maka pemohon kasasi
dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Namun demikian, yang sangat mengejutkan, dalam amar putusan
dalam perkara nomor 855 K/Pdt.Sus/2008 , majelis hakim memberikan
putusan yang sangat berbeda dengan pertimbangan hukum sebagaimana

telah diurai diatas, selengkapnya dikutip sebagai berikut:

{ENGADILI:
Mengabulkan permohonan hkasasi dari pemohon kasasi @ PT.
Persada Sembada tersebui;
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Menghukum Pemohon Kasasi untuk membavar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sebesar Rp. 3.000.000, - flimea juta rupiah);

422, Analisa

Pada pokoknya Permishonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang
diajukan oleh PT. Persada Sembada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
pada pokoknya didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 70
huruf (¢) Undang-Undang Arbiirase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dikatakan dalam Pasal 70 huruf {¢] Undang-Undang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa para pibak dapat mengajukan
permohonan pembatalan puiusan arbitrase apabila putusan tersebut diduga
diambil dari hasil tipe muslihat vang dilakukan oleh salah satu pihak
dalam pemeriksaan sengketa.

Terkait dengan penggunaan alasan dalam ketentuan Pasal 70 huruf
{¢} Undang-Undang Arbitrase, Penjelasen Pasal 70 Undang-Undang
Arbitrase dan Albernatif Penyelesaian Sengketa menvatakan bahwa
permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase
yang sudah didafiarkan di pengadilen. Alasan-alasan permohonan
pembatelan yang disebut dalam pasal ini hares dibuktikan dengan putusan
pengadilan. Apabila pengadilan menystakan bahwa alasan-alasan fersebut
terbuk{l atau fidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan
sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak
permohonan.

PT. Persada Sembadsa dalam permchonannya tidak menghadirkan
bukti-bukti berupa putusan pengadilen yang menguatkan alasan-alasannya,
yakni adanya dugaan fipu mushihal yang dilakukan oleh lawannya,
pemchon arbitrase, PT. Petronas Niaga Indonesia. Selain hal tersebut
tampaknya pemchon pembatalan putusan arbitrase juga tidak mefakukan
upaya untuk mendapatkan putusan pengadilan terkait dengan dugaan tipu
muslihat,

Putusan pengadilan neperi Jakarta pusat pada pokoknya telah tepat,
yakni tidek raembatalkan putusan arbitrase karena fidak cukup buk
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Namun, pengadilan negeri lakaria pusal telah keliru dalam perfimbangan
hukumnya dan saleh dalam menerapkan hukum acara,

Permchonan PT. Persada Sembada mengandung cacat formal,
permohonan yang diajukan bersifat prematur karena permohonan diajukan
terlalu dini. Dengan dipedomani penjelasan Pasal 70 Undang-Undang
Arbitrase dan  Aliernatif’ Penyelesaian Sengketa, maka PT. Persada
Sembada seharusnya menunggu adanya putusan pengadilan mengenai .
adanya tipu muslibat yang dilakukan oleh PT. Petronas Niaga Indenesia.
Setelah terbitnya putusan tersebut, maka PT. Persada Sembada baru
memiliki kapagitas secara formal untuk mengsjuken upaya hukum
pembatalan putusan arbitrase,

Pendapat adanys cacat formil dalam permohonan P7. Persada
Semabada ini juga dinyatakan Mahkamah Agung dalam pertimbangannva.
Dikatakan bahwa “Permohonan ini Prematur sebab harns dibukiikan lewat
putusan pengadilan terlebih dulu adanya ; tipu muslihat / kebohongan
{bukan hanya tafsir dari salah satu pihak) vide bukti Pasal 70 Undang-
Undng No. 30 Tahun 19997, Terhadap cacat formil berupa permohonan
prematur ini, PT, Petronas Niaga Indonesia juga telah mengajukan eksepsi
di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dengan  demikian, maka seharusnya pengadilan negeri
mengabulkan cksepsi PT. Petronas Niaga dan menyatakan permohonan
tidak dapat diterima (nies onvankelijke verkiaard).

Penerapan hukum acara di tingkat banding oleh Mahkamah Agung
juga keliru. Di awal pertimbangannya, Mahkamah Agung menvatakan
bahwa permohonan PY. Persada Niaga bersifat prematur. Deagan
demikian, sehubungan dengan adanya eksepsi dari pihak lawan, PT.
Petronas Niaga Indonesia, maka sudah sepatulnya apabila pada tingkat
banding Mahkamah Agung memperbaiki amar putusan pengadilan negeri
Jakarta pusat, mengabulkan eksepsi tergugat karena per:mhonéﬁ
mengandung cacat forma! dan menyatakan permohonan tidak dapat

diterima (nies onvankelijke verklaard),
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4.3.Perkara Antara PT. Berdikari Insurance Melawan PT. Kaltim Daya
Mandiri

43.1. Duduk Perkara

Perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diperiksa
dan diputus hingga tingkat banding ini melibatkan PT. Berdikari Insurance
disatu pihak melawan Majelis Arbitrase ad hoc dan PT. Kaltim Daya
Mandiri di satu pibak lain.

PT. Berdikari Insurance adalah sebuah perusahaan asuransi yang
beralamat di Jalan Merdeka Barat Nomor [, Jakarta Pusat.

Maijelis Arbitrase ad hoo pada perkama ini adalah majelis Arbitrase
ad hoc terdirt dari Junaedy Ganie, BE, MH., ANZIF (8nr Assoc) AAIK
(HC), CLU, ChPFC dan Anggana Wardhana Rosdiono, SH, LLM, FCBArb,
vang beralamat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Gedung Wahana
Graha Lt.2, JI. Mampang Prapatan No.2, Jakarta.

PT. Kaltim Daya Mandiri adalah perusshaan berbentuk badan
hukum perseroan terbatas, yang beralamat di Wisma KIE 2™ floer, Jalan
Paku Kaii Kav-79, Bontang, Kalimantan Timer dan atau Plaza Pupuk
Kaltim, B-2™ floar, Jalan Kebon Sirih 6 A, Jakarta Pusat,

Pads mulanya PT. Kaltim Daya Mandiri selaku teranggung
menandatangani perjanjian polis asuransi Machinery Breakdown nomor
18.33.11.00025.03, dimana PT. Berdikari Insurance berkedudukan seiaku
Terlapor.

Terdapat kiausula arbitrase dalam polis asuransi Machinery
Breakdown  nomor  18.33.11.00025.03 pada butir 6.6, vyang
menyatakan “Segala perbedaan yang timbul dari polis ini akan diserahkan
pada keputusan seorang Arbitrator yang akan ditunjuk secara terfuils oleh
para pihak yang berbeda pendapat™ |, atau bilamana mereka tidak
sependapat atas penunjukan seorang Arbitrator pada keputusan dus orang
Arbitrator, masing-masing akan ditunjuk secara tertulis oleh setiap pibak,
dalam waktu satu bulan kalender setelah ditentukan secara tertulis
sebagaimana dinyatakan olch setiap pihak, atau dalam hal kedua Arbiteator

tidak mencapai kescpakatan oleh seorang wasit yang aken ditunjuk oleh
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kedua orang Arbitrator sebelum dimulainya persidangan, Wasit akan
duduk bersama kedua Arbitrator dan memimpin persidangan-persidangan
mereka. Dibuatnya kepuotusan werupakan tindakan yang didahulukan dari
segala tindakan terhadap perusshasn, mengatur babwa Arbiter berhak
memutas atas setiap perbedaan yang timbul diantara para pihak.”

Senpketa muncul akibat klaim asuransi atss biaya perbaikan
kerusakan Rotor GTG yang dituntut oleh PT. Kaltim Daya Mandir ditolak
oleh PT. Berdikari Insurance. Karena hal tersebut, PT. Kahim Daya
Mandiri sslaku pemohon arbitrase mengajukan sengketa ini untuk
diselesaikan melglui Arbitrase ad hoc.

Selanjuinya, pada tanggal 25 Juli 2008, Majelis Arbitrase ad-hoc
yang terdiri dari Junaedy Gaenie, SE, MH., ANZIF (8nr Assoc) AAIK
(HC), CLU, ChFC dan Anggana Wardhana Rosdiono, SH, LLM, FCBArb
» memenangkan PT. Kaltim Daya Mandiri, memberikan putusan dengan
amar sebagai berikut;

MEMUTUSKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian |

2. Menghukum kepada Termohon untuk membayar kepada Pemohon
sebesar USS 4,070,314.57 dan Rp. 617.788.098.65

3. Memenntahkan kepada Termohon untuk membayar kembali
seperdua dari biava perkara dan fasiltas persidangan kepada
Pemohon yvang {elah membayar terlebih dahuly biaya perkara dan
fasilitas persidangan sebesar USY 41,417.74, Rp. 36976441 - dan
Rp. 17.500.600,-

4. Menghukum Termohon unfuk melaksanakan isi putusan ind
selambatlambatinys 30 (tiga puluh) hari setelah putusan Arbitrase
Ad-Hoc ini didaftarkan ;

5. Menyatakan putusan Arbitrase Ad-Hoc ini adalah putusan dalam
tingkat pertamaa dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak ;

6. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis sidang Arbitrase Ad-
Hoce untuk menyerahkan dan mendaftarkan turonen resmi putusan
Arbitrase Ad-Hoc ini kepada Kepeniteraan Pengadilan Neger
Jakarta Pusat atas biaya Pemochon dengan lenggang waktu
sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1995

Terhadap putusan arbitrase tersebut, PT. Berdikari Insurance

Ly

mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat, menarik Majelis Arbitrase ad hoe selaku Termohon I
dan PT. Kaltim: Daya Manditi selaka Termohon [1.
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Pada pokoknya duasar permohonan PT. Berdikari Insurance
didasarkan atas dua hal, porfama, penyembunyian dokumen sebagaimana
diatur dalam Pasal 70 huruf b, Undang-Undang Arbitrase don Alternatif
Penyelesaian Sengketa, dan keberatan atas pembentukan majelis arbitrase
ad hoe.

PT. Berdikari Insurance mendalilkan bahwa PT. Kaltim Daya
Mandiri telah melakukan penyembunyian dokumen berupa "Berita Acara
Pelaksanaan  Tukar Tambah  Rotor GTG™ Dikatakan dalam
permohonannya  bahwa dokumen tersebut tidak terlihat  dalam
pertimbangan  hukum Maielis Arbitrase Ad-Hoc dalam pufusannya
sehingga dalam klaim yang diumuat dalam putusan berdasarkan biaya
perbaikan atas Rotor GTG yang kenyataannya Rotor dimaksud tidak
diperbaiki (direpair) melainkan diganti baru dengan melakukan tukar
tambah Rotor GT(G yang rusak.

PT. Berdikari Insurance juga keberatan atas proses pembentukan
Majelis arbitrase ad hoc berdasarkan beberapa hal. Menurutnya klausul
arbitrase belum berlaku karena belum muncul sengketa antara PT.
Berdikari Insurance dengan PT. Kaltim Daya Mandird, karenanya
pembentukan Majelis Arbitrase ad hoc yang salah satu ditunjok oleh PT.
Kaltim Daya Mandirj dan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
adalah tidak sah. Kaltim mendalilkan bahwa pihaknya telah mengajukan
tuntutan hak ingkar atas arbiter Angpana Wardhana Rosdiono, SH, LLM,
FUBArb yag ditetapkan pengadilan kepada Pengadilan Neger Jakarta
Pusat, tetapi hingga dizjukannya proses banding belum ada putusan atas
tuntutan hak ingkar tersebut,

Majelis arbitrase ad hoc selaku Termohen [ memberikan
jawabannya kepada kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pads tanggal
21 Agustus 2008, Selain mengajukan eksepsi bahwa permohonan
pemohon  bersifat prematur, Majelis arbitrase ad hoc memberikan
Jawsbannya atas dalil PT. Berdikari Insurance mengenai dugaan
penyembunyian dokumen yang dilakukan PT. Kaltim Daya Mandiri pada
saat pemeriksaan di arbitrase. Dikatakan dalam jawabannya bahwa "Berita
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Acara Pelaksanaan Tukar Tambah Rotor GTG" yang dilalilkan oleh
Pemohon pembataian adalah tidak pernah ada dan klaim PT. Kaltim Daya
Mangdiri selaku Pemohon Pemeriksaan Arbiirase kini Termohon [ berupa
biaya perbaikan Rotor GTG, bukan klaim biaya pembelian Rotor GTG
bar,

Selanjutnya, dizkatakan oleh Majelis Arbitrase ad hoe, bahwa
Majelis Arbitrase sudash menghitung besaran klaim yang dikabulkan,
khusus untuk rotor GTQ adalah atas dasar biaya perbaikan {frepair) bukan
ganti rugi baru atau biaya tukar tambah sebagaimana ditudubkan
Pemohon, sehingea langgung jawab Pemohon sebagal penanggung
asuransi tidak menjadi lebih besar, Mohon periksa putusan Majelis
Arbitrase sebagai pertimbangan dasar penggantian halaman 53, perihal
perhitungan jumlah Klalm murni, angka 4, 5, 6 dan 7.

Turut Termohon , PT. Kaltim Daya Mandiri dalam jawabannya
tertanggal 21 Agustus 2008 pada pokoknya menyatakan bahwa
menyatakan bahwa "Berita Acara Pelaksanaan Tukar Tambah Rotor GTG"
memang tidak ada sehingga tidak mungkin untuk disembunyikan oleh
pihaknya, PT. Kaltim Daya Mandiri meminta pengadilan negeri Jakarta
pusat untuk menolak permohonan pembatalan karena tidak permohonan
tidak didasarkan atas bukdi pengadilan.

Dikatakan pula olech PT. Kaltim Daya Mandiri bahwa
pembentukan majelis arbiirase ad Aoc telah sesual denpan klausul
arbifrase.

Pads tanpgal 22 September 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
menjatubkan putusan nomor 02/P/Pembstalan
Arbitrase/2008/PNLIKT.PST., dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak ekskepsi Termohon dan Turut Termohon untuk
seluruhnya ; '

Ralam Pokok Perkara Permohonan:
~ Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhoya ;
- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permchonan ini

yarg hiugga saat ini diperhtingkan sebesar Rp. 191.000,- (Seratus
Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);
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Terbadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusal yang menolak
permohonan pembatalan putusan arbitrase, PT. Berdikari Insurance
mengajukan banding ke Mahkamah Agung.
Mahkamah agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan
alasan-alasan permohonan banding tidak dapat diterima. Dikatakan bahwa
pengadilan negeri telab tepat dan henar dalam menerapkan hukum, dengan
alasan
I. Bahwa jdex facti telah memutuskan berdasarkan apa yang menjadi
kesepakatan para pihak sebagaimana tercantum dalam Polis Machinery
Breakdown No. 18.33.11.00025.03, butir 6.6 tentang Penunjukan
Arbitrator ;

2. Pemohon tidak hadir pada penyelesaian tingkat arbiter, meskipuon telah
dipanggil dengan patut

3. Pemohon tidak dapat membuktikan dalil fmuntutannya, sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 untuk
membatalkan putusan arbitrase ;

Berdasarkan pedtimbangan diatas, Mahkamah Agong dalam
putusan pomor 841K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 21 Januari 2009 menguatkan
putusan pengadilan negeri Jakarts pusal nomor (Z/P/Pembatalan
Arbitrase/2008/PNJKT.PST. dan menyatakan permohonan banding PT.
Berdikarl Finance ditolak.

4.3.2. Analisa

Pada pokoknys alasan-alusan vyang mendasan  permochonan
pembatalan putusan arbitrase oleh PT. Berdikari Insurance didasarkan atas
dua hal, periama, alasan penyembunyian dokumen sebagaimana diatur
dalam Pasal 70 huruf b, Undang-Undang Arbilrase dan Alernatif
Penyelesaian Sengketa, dan alasan keberatan atas pembentukan majelis
arbitrase ad hoc. .

Pasal 70 undang-undang arbitrase dan alternatif penyelesaien
sengketa menentukan bahwa terhadap putusan arbitrase pars pihak dapat
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mengajukan permohonan pembatalan apabilz pulusan tersebut diduga

mengandung unsur-unsur sebagal berikut :

8. surat atan dokumen vang digjukan dalany pemeriksaan, setelah putusan

{jatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen vyang bersifat
menentukan, yang disembunyikan oleh prhak lawan;atan

¢. putusan diambil dari basil tipu muslihat yang dilakukan aleh salah satu
pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Sedangkan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa Permohonan
pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah
didafierkan di pengadilan. Alasan-alasan permochonan pembatalan yang
disebut dalam pasal ini barus dibuktikan dengan putusan pengadilan.
Apabila penpadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atan
tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar
pertimbangan bagi hakim uniuk mengabulkan atan menolak permohonan.

Terkait dengan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang
diajukan oleh PT. Berdikari Finance berdasarkan atas alasan Pasal 70
huruf b, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penvelesaian Sengketa,
maka PT. Berdikari Finance harus dapat membuktiken adanya fakta
penyembunyian dokumen, yang bersifat menentukan, yang dilakukan oleh
PT. Kaltim Daya Manditi, Unitk membuktikannys, scbagaimana
disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesman Sengket, harus ada putusan pengadilan yang
membukiikan adanya dugaan penyembunyian dokumen sebagaimana
didalilkan dalam permohonan perabatalan putusan arbitrase.

Mahkamah Agung telah fepat dalam pertimbangannya yang
menyatakan PT. Berdikarl Finance tidak dapat membuktikan daiil
tuntutannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Un:ia_ng-Unéaﬁg
Astbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk membatalkan
putusan arbitrase. PT. Berdikari Finance selaku pemohon pembatalan
tidak dapat menghadirkan bukti adanya putusan pengadilan mengenai
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adanya dugaan penyembunyian dokumen "Berita Acara Pelaksanaan
Tukar Tambah Rotor OTG" vang dilakukan oleh PT. Kaltim Daya
Mandiri.

Sebagal tambahan, dengan berasumsi, apabila PT. Berdikarn
Finance dapat wmenghadirkan bukti pulusan pengadilan mengenai
penyembunyian dokumen "Berita Acara Pelaksanaan Tukar Tambah Rotor
GTG" yang dilekukan oleh PT. Kaltim Daya Mandirl, apakah dengan
demikian Malkameh Agung dapat membatalkan putusan arbifrase sesuai
dengan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternaltif Penyelesaian
Sengketa?

Jawabannya adalah tidak Sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka buktl putusan
pengadilan merupakan bukti authentik yang mengikat hakim bahwa
memang terdapat fakta penyvembunyian dokumen. Selanjutnya, hekim
masih harus meneliti apakah ada hubungan yang sangat erat aniars
dokumen yang disembunyikan dengan substansi putusan. Dengan hadimya
dokumen yang disembunyikan tersebut, maka putusan arbitrase akan
berbeda secara substansi. Adanya penyembunyian dokumen dengan
putusan pengadilan, tidak serta merta menjadikan batalnya putusan
arbitrase.

Sebagaimana dalam jawaban Majelis Arbitrase ad hoc, bahwa
idaim PT. Kaltim Daya Mandiri selaku Pemohen Pemeriksaan Arbitrase
kini Termohon [ berupa biayva perbaikan Rotor GTG, bukan klaim biaya
pembelian Rotor GTG baru. Majelis Arbiitase ad sivc mengaku sudah
menghitung besaran klaim yang dikabulkan, kbusus untuk rotor GTG
adatah atas dasar biaya perbaikan frepair) bukan ganti rugi baru atau biaya
tukar tambah schagaimana ditudohkan PT. Berdikari Insurance, schingga
tanggung jawab PT. Berdikari Insurance sebagal penanggung asuransi
tidak meniadi lebih besar.

Cukup jelas, kalaupun "Berita Acara Pelaksanaan Tukar Tambah
Rotor GT(G" dihadirkan dalam pemeriksaan arbitrase, maka putusan

arbitrase tidak akan berubsh. Karena putusan arbitrase, khususnya besaran
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nilai uaang klaim yang harus dibayar PT. Berdikart Insurance tidak
didasarkan atas nilai penggantian rolor GTG, mamun didasarkan atas
‘biaya perbaikan’,

Mengenal alasan keberatan atas pembentukan majelis arbitrase ad
hoc, Tampsknya baik pengadilan negeri Jakarta pusat maupun mahkamah
agung kurang jeli dalam memilah-milah fakta yang didalilkan permnchon.

Dari dalil-dail Pemohon, PT. Berdikari Insurance sebenaryya telah
mengemukakan bahwa bahwa pihaknye telah mengajukan funtutan hak
ingkar atas arbiter Anggana Wardhana Rosdiono, SH, LLM, FCBArb vang
ditetapkan pengadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi
hingga diajukannva proses banding belum ada putusan atas tuntatan hak
mgkar tersebut,

Dengan demikian, maka yang perlu dijawab adalah apakah
diabaikannyas hak ingkar dapat digunakan sebagal alasan untuk
membatalkan putusan arbitrase?

Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
tidak membatasi alasan-alasan permohonan pembatalan pulusan arbitrase
hanya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70
Undang-Undang  Arbitrase dan Altermatif Penvelesatan Saﬁgk&ia;
Penggunaan ketentuan lain sebagai dasar permohonan pembatalan putusan
arbitrase diperbolebkan. Ketidak absahan tata cara pengambilan putusan
arbitrase, antara laip, proses pemilihan arbiter hingga pemberiakuan
hukum yang diptlih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa.

Tampaknya, penggunaan alasan-alasan pembatalan  putusan
arbitrase diluar ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbilrase juga
diperbolehkan oleh majelis hakim Mahkamah Agung dalam perkara
nomer 841 K/Pd.Sus/2008. Sebagaimana tadi telah diuraikan, mahkamah
agung juga mempertimbangkan keabsahan pembentukan majelis arbitrase
ad hoc. ‘

Adanya fakta bahtiwa termohon arbitrase sedang mengajukan
tuntutan ingkar terhadap salah satu arbiter, yakni Anggana Wardhana
Rosdieno, SH, LLM, FCBArb kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
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namun sebelum keluarnya pulusan alas tuntulan ingkar tersebut Majelis
Arbitrase a hoc meneruskan pemeriksaan sengketa hingga memberikan
putusan merupakan pelanggaran afas hak ingkar sebagaimana ditentukan
dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alteratif Penyelesaian Sengketa.
Dengan belun diputusnya tuntutan ingkar oleh Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat, maka majelis arbitrase ad hoc untuk sementara waktu kehilangan
kewenangannya untuk memeriksa perkera. Dengan demikian maka
pemeriksaan dan pengambilan putusan dalam perkara terscbut diambil
oleh Majelis Arbitrase yang tidak memiliki kewenangan.

Berdasarkan wratan diatas maka, seharusnya Mahkamah Agung
membatalkan pufusan arbitrase tersebut dan memerintahkan para pihak

agar sengheta diperiksa kembali oleh majelis arbitrase lain.

4.4.Perkara Antara PT. Bumigas Energy Melawan PT, Geo Dipa Energi
4.4.1. Duduk Perkara

Perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diperiksa
dan diputus hingga tingkat banding inl melibatkan PT. Bumigas Energi
disatu pihak melawan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Majelis
Arbitrase perkars nomor 27 1ZXVARB-BANI/2007.

PT.Bomigas EBaergl adalah perusabaan berbentuk persercan
terbatas, heralamat di Menara Gracia LS, Ialan H.R. Rasuna Said Kav. C
17, Jakarta,

Perkara pembatalan putusan arbitrase ini bermula dari adanya
permohonan arbitrase oleh Gec Dipa Energi selaku Pemohon melawan PT.
Bumigas Energi selaka Termohon di Badan Arbitrase Nasional Indonesia
dengan perkara No. 271/XVARB-BANI2007. Majelis Arbitrase BANI
telah menyidangkan perkara a quo dan memberikan putusan perkara
nomor 271/XVARB-BANI2007 pada tanggal 17 Juli 2008 yang pada
pokoknya memenangkan tuntutan Geo dipa Energi.

Terhadap putusan majelis arbitrase BANI tersebut, PT. Bumigas
Energi mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemohon Pembatatlan menarik BANI
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dan Majelis  Arbitrase  BAN! dalam perkara nomor 271/XFARB-

BANI/2007 selaku Termohon | dan Termohon I, sedangkan Geo Dipa

Energi selaku Pemohon arbiirase vang memenangkan sengketa tidak

ditarik selaku para pihak dalam permohonan pembatialan putusan arbitrase.

Pada pokoknya permohonan pembatalan arbitrase yang digjukan
PT. bumigss energy tersebut didasarkan atas alasan diketemukan bukti-
bukéi bary, Adapun bukii-bukti bans tersebut antara laing
a. Anggaran Dasar PT. Geo Dipa Energi yang menyatakan PT. Geo Dipa

Energl adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas ;

b. Babwa terhadsp perkara telab ditemukan bukti baru wvaitu surat
pemberitahuan dari pihak CNT mengenal pembatalan perjanjian antara
PT. Bumi Gas Energi dan CNT {(Bukti P-1) ;

¢. Bahwa bukti baru berupa drafi-draft Perjanjian Geothermal yang berisi
mengenai  perundingan-perundingan  mengenai  isi - Perjanjian
Geothermal (Bukti P-2) ;

d. Bahwa terdapat bukti baru yaitu korespondensi antara PT. Bumi Gas
Energi dan PT. Dipa Energi yang membakas mengenai draft perjanjian
beriket mempertanyakan kelengkapan dokumen yang harus dimiliki
PT. Geo Dipa Energl (Bukti P-3};

& BDahwa juga ditemukan bukti bare berupa kesaksian dari Pengacara
yang membuat perianjian dan memberikan konsultasi  terhadap
pembuatan draft perianjian {(Buku P4} ;

£ Bahwa terdapat bukii baru berupa pendapat hukum dari Kantor Hukum
Lubis, Ganle, Soerowidjojo yang menyatakan babwa PT. Geo Dipa
Energl adaloh badan hukum swasta mumi yang mendapatkan
pembiaysan atas proyek dari para investor dan bukan dari dana
pemerintah (Bukt P-3) ;

Di dalam uraian fundamentum petendi permohonannya PT.
Bumigas Energy mendalilkan bahwa terdapal fakta-fakta yang
menunjukkan bahwa adanya pembatalan pendanaan dari pihak ketiga
kepada PT. Bumigas Energy diakibatkan oleh Geo Dipa Energi tidak dapat

memenubi concesyion rights dalam perjanjian antara Geo Dipa Energl
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dengan PT. Bumigass Energy dan PT. Bumigas Energy adalah pihak yang
mengalami kerugian maleriil Rp 149.668.971.098,- (seratus empat puluh
sembiian milyar enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh
puluh satu ribu sembilan puluh delapan rupiah).

Dikatakan pula, bahwa fakea-fakta tersebut tidak dinilai oleh
majelis arbifrase atau setidaknya bukti-bukti baru tersebut belum dinilal
oleh majelis arbitrase,

Selanjutnya, dalam petitumnya PT. Bumigas Energi memohon
putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan perinohonan
Pemohon ;

2. Menyatakan putusan BANI No. 271/ XVARB-BANL2007
tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan ;

3. Menyatakan putusan BANI No. 271/XKFARB-BANL2007
adalah batal demi hukum ;

4, Menetapkan semua ongkos perkara yang timbul dari
permohonan ini sepenuhoya ditanggung oleh Pemchon.

Terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut,
Termohon I dan Termohon II tidak mengajukan jawaban, tetapi
mengajukan eksepsi dan rekonvensi.

Pade bagian eksepsi, dikatakan bahwa pengadilan negeri Jakaria
selatan tidek memiliki kompetensi absolut. Sedangkan, pada bagian
rekonvensl, Termohon I dan Termohon Il menyatakan bahwa permohonan
yang dilakukan oleh pemohon merupakan bentuk pencemaran nama baik,
Pemohon: dituntut karena telah melakukan perbuatan melawan hukum
untuk membayar ganti rugi materill sebesar Rp. 1.000.000,- {satu jula
rupiah} dang anti rugi immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh
milyar),

Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan hukum bahva
permohonan  pembatalan  putusan  arbittase  BANI  perkara  nomor
271/XUVARB-BANI/2007 tidak sempurna dengan tidak diikuikannya PT.
Geo Dipa Energi selako para pihak dalam permohonan pembatatarn.

Atas permohonan pembatalan putusan  arbifrase  tersebut,

Pengadilan Negeri lakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan
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No, 207/PdLP2008/PMIKT.Sel. tanggal 15 Januari 2009 yang amarnya

sehagai berikut -

PDALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Termohon @ dan Termohon Il tentang
kompetensi absolut tersebut ;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakariz Selatan berwenang
memeriksa dan mengadili perkaraa quo ;

DALAM POKOK PERKARA

Menvatakan permwohonan Pemohon tidak dapat diterima {nfer

ontvankelijke verkiaardy ;

DALAM REKONVENS! :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (nier

ontvankelijke verklaurd) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum  Pemohon dalam Konvensi/Termohon  dalam

Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,-

{tiga ratus empat pulub satu ribu rupiahy;

PT. Bumigas cnergy wmengajukan permohonan banding ke

mahkamah Agung dalam register perkara nomor 250K/Pdt.Sus/2009,

Mahakamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan

alasan-alassn dari Pemohon Banding yang diajukan oleh Pembanding
tidak dapat dibenarkan oleh karena ;

bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemohon adalah gogatan
pembatalan putusan arbitrase ;

bahwa pembatalan pufusan arbitrase hawya mungkin dilakukan apabila
memenuhi syarat scbagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-
undang No. 30 Tahun {999 ;

babhwa ternyata dalil-dalil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh
Pemohon, karena tidak diikutkannya pihak lain yang berhubungan
dengan surat yang disangka palsu tersebut ;

bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan
benar )

Selanjutnya dalam amar putusannya tanggal 18 Mel 2009,

mahkamah agung menyatakan menguatkan putusan pengadilan negeri
Jakarta selatan nomor 267/Pdt.P/2008/PN K T.SEL.
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Pada pokoknya dasar permohonan pembatalan putusan arbitrase
vang diajukan oleh PT. Bumiges Encrgy didasarkan atas adanya dokumen-
dokumen bary, dan dalil balrwa majelis arbitrase tidak menilai fakia yang
sebenarnya. Pemohon dalam pelilum permohonannya jupa meminta
pengadilan negeri Jakarta selatan menyatakan putusan BANI No.
271X VARB-BANI 2007 tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan
dan menyatakan putusan BANI No. 271/XI/ARB-BANI/2007 adalah batal
demi hukom,

Kemudian, di  memori bandingnya, uraian  pemohon
dikualifikasikan memenuhi ketentvan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pertimbangan pengadilan negeri Jakaria pusat dan mahkamah
agung sudah tepat. Alasan-alasan yang dikemukakan pemohon pembatalan
arbitrase, PT. Bumigas Energy bukanlah alasan-alasan sebagaimana diatur
dalarn. Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternauf Penvelesalan
Sengketa, Dengan demikian, sudah tepat putusan pengadilan negeri
Jakarta selatan vang menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Pertimbangan hukum lain yang menyatakan perisohonan tidak
sernpuma karena tidak difkutkannya PT. Geo Dipa Energi sudah tepat
Selayaknya PT. Uso Dipa Energi selaku pihak yang dimenangkan oleh
putusan arbitrase ditarik seisku termohon dalam permchonan pembatalan
putusan arbitrase. Tidak dilibatkannya PT. Geo Dipa Energi merupakan
pelangparan  terhadap asas oudi e palteram pariem. Permohonan
Pembatalan Putusan Arbitrase sangat terkait dengan kepentingan pihak
lain, dalam hal ini kepentingan PT. Geo Dipa Energi. Sudah selayaknya
apablla PT. Geo Dipa Energi ikut diperdengarkan pendapatnya dalam
pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Dari sudut hukum acara, kekurang lengkapan pihak yang bertindak
sebagai tergugat berarli mengandung plurium litis consortium, akibat
hukumnya, gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena

ith  permohonan/pugatan  dikualifikasi mengandung cacat  formil,
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PENUTUP

5.1. Kesimpuian

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-
Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, setelah Majelis
Arbitrase memberikan putusan akhir atas sengketa yang dimintakan diperiksa
kepadanya, para pihak yang tidak puas terhadap Putusan Arbitrase tersebut
dapat melakukan upaya hukum melalui Majelis Arbitrase bersangkutan atau
melalui pengadilan.

Upaya aukum melalui Majelis Arbitrase bersangkutan meliputi
Permohonan Koreksi futusan Arbitrase dan Permohonan Penambahan atau
Pengurangan Putusan Arbitrase.

Upaya hukum melalui Pengadilan meliputi Permohonan Penolakan
Pelaksanaan dan Pengakuan Putusan Arbitrase Internasional dan Permohonan
Pembatalan Putusan Arbitrase.

Pengaturan upaya hukum melalui Majelis Arbitrase bersangkutan yang
meliputi Permohonan Koreksi Putusan Arbitrase dan  Permohonan
Penambahan atau Pengurangan Putusan Arbitrase diatur secara singkat dalam
Pasal 58 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Ketentuan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum akibat tidak
mengatur rinci mengenai tata cara upaya hukum dimaksud. Misalnya,
pertama, mengenai bentuk permohonan apakah harus tertulis ataukah cukup
lisan, kedva, mengenai kedudukan pihak lawan dalam permohonan, apakah
pihak lawan wajib diberitahu akan adanya permohonan, ketiga, mengenai
batas waktu pemeriksaan dan pemberian putusan permohonan oleh majelis
arbitrase, keempat, mengenai akibat hukum dikabulkannya permohonan.

Menurut Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional oleh Pengadilan
dilakukan berdasarkan jabatannya atau secara ex officio, tanpa memerlukan
adanya permohonan khusus. Ketentuan Pasal V Konvensi New York 1958
memberikan  kemungkinan dilakukannya Penolakan Pengakuan dan
Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan baik karena
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adanya permohonan para pihak berdasarkan Pasal V Ayat (1) Konvensi New
York 19358 atau berdasarkan jabatannya secara ex officio berdasarkan Pasal V
Ayat {2) Konvensi New York 1958

Ketentuan Pasal 70, Pasal 71, Pasal 71 Undang-Undang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan pengaturan alasan-alasan serta
tata cara untuk melakukan Pembatatan Putusan Arbitrase, Undang-Undeng
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak  mempberikan
menguratkan sccara limitatif alasan-alasan yang dapat digunakan untuk
membatalkan Putusan Achitrase, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian
kum. Adanya ketentuan yang mewajibkan alasan-alasan schagaimana diatur
dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa dibuktikan dengan putusan pengadilan akan mengakibatkan
tertutupnya kemungkinan melakukan upaya hukum Permohonan Pembatalan
Putusan Arbitrase berdasarkan pasal tersebut.

5.2, baran

Perlu dilakukan revisi terhadap  Undang-Undang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, khusunya berkensan dengan upaya hukum
terhiadap Putusan Arbitrase. Perlu ada pengaturan yang lebih rinci dan jelas
mengenat Koreksi Putusan Acbilrase dan Penambahan atau Pengurangan
Putusan Arbitrase, misalnya berkenaan bentuk permochonan, sebaiknya
diwajibkan dalam berbentuk tertulis, kedua, mengenai kedudukan pihak lawan
dalam permohonan, sebaiknya ada kewajiban agar pihak lawan wajib
diberitahu akan adanya permohonan, ketiga, mengenar batas  waldu
pemeriksaan dan pemberian putusan permohonan cleh majelis arhitrase, haros
dibstasi, keempat, mengenai akibat hukum dikabulkanaya permsohonan harus
ada pernyataan yang jelas bahwa putusan atas permohonan merupakan bagian
kesstuan dari putusan arbitrase, dan putusan yang akan didaeftarkan di
pengadilan adalah putusan terakhir setelah diputuskannya permohonan.

Perlu ada perbaikan ketentuan mengenai alasan-alasan Pembatalan
Putusan Arbitrase. Sudah selayaknya Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa merincikan alasan-alasan pembatalan putugan arbitrase
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secara lerperinci dan limilatif schingga tidak menimbulkan ketidakpastian
hukum. Adanya kewajiban pembuktian dengan menggunakan putusan
pengadilan sebaiknya dihapuskan. Pembuktian atas alasan Pasal 70 Undang-
Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Senglketa cukup dilakukan

dalam pemeriksaan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase.
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